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PUTUSAN
Nomor 08/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru
yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam
peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di

bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama : ISKANDAR BAHARUDDIN Bin BAHARUDDIN ;
Tempat lahir . Lintau ;

Umur/Tgl Lahir . 58 Tahun / 30 November 1958;

Jenis Kelamin . Laki-laki ;

Kebangsaan . Indonesia ;

Tempat tinggal : JI. Pertanian No. 02 Kel. Purnama Kec. Dumai,

Barat Kota Dumai ;

Agama . Islam;
Pekerjaan : PNS;
Pendidikan . SLTA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 04 November 2014 sampai dengan 23 November
2014;

2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2014 sampai dengan tanggal
19 November 2014;

3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Pekanbaru sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengan tanggal 19
Desember 2014;

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri
Pekanbaru sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17
Februari 2015;-

5. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Pada
Pengadilan Tinggi Pekanbru sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan
tanggal 19 Maret 2015;

6. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Pada
Pengadilan Tinggi Pekanbru sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan
tanggal 18 April 2015;-
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7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan Tingkat
Banding Pekanbaru tertanggal 26 Maret 2015 Nomor 51/Pen.Tipikor/
2015/PT.PBR sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April
2015;

8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada
Pengadilan Tingkat Banding Pekanbaru tertanggal 16 April 2015 Nomor
61/Pen.Tipikor/2015/PT.PBR sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan
tanggal 20 Juni 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DWI MISWANTI,SH, Advokat

—Penasihat Hukum , berkantor di Jalan Sukajadi/Pangeran Diponegoro
No.79 Dumai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2015 yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 13 April 2015 Nomor 381/SK/
TPK/2015/PN.PBR;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan
serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 19 Maret 2015 Nomor 60/Pid.Sus-TPK/
2014/ PN.Pbr;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk :
PDS-04/Dumai/11/2014 tanggal 06 Nopember 2014 Terdakwa telah didakwa
sebagai berikut :

PRIMAIR

——————— Bahwa ia Terdakwa ISKANDAR BAHARUDDIN Bin BAHARUDDIN
selaku Kepala Subbagian Protokol pada Bagian Hubungan Masyarakat
Sekretariat DPRD Kota Dumai berdasarkan Petikan Keputusan Walikota
Nomor : 153/BAKD/2008 tanggal 07 Nopember 2008 serta sebagai Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD Kota
Dumai Nomor : KPTS.02/SETWAN/2009 tanggal 02 Pebruari 2009, Keputusan
Sekretaris DPRD Kota Dumai Nomor : 07/KPTS/SETWAN/2010 tanggal 01
Pebruari 2010, Keputusan Sekretaris DPRD Kota Dumai Nomor
KPTS.06/SETWAN/2011 tanggal 29 Maret 2011, Keputusan Sekretaris DPRD
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Kota Dumai Nomor : 03/KPTS/SETWAN/2012 tanggal 14 Januari 2012 dan
Keputusan Sekretaris DPRD Kota Dumai Nomor : 04/KPTS/SETWAN/2013

tanggal 04 Pebruari 2013 bersama-sama dengan Saksi Drs. ASYARI HASAN

selaku Sekretaris DPRD Kota Dumai serta sebagai Pengguna Anggaran pada

Sekretariat DPRD Kota Dumai, antara bulan Mei Tahun 2009 sampai dengan

bulan Nopember Tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara
tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD
Kota Dumai yang ada di Jalan Perwira Kelurahan Bagan Besar Kecamatan
Bukit Kapur Kota Dumai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkara Tindak Pidana Korupsi, “telah melakukan beberapa perbuatan yang
ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai
satu perbuatan berlanjut, yang melakukan atau yang turut serta
melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, perbuatan

tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

—————————— Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat DPRD
Kota Dumai dianggarkan kegiatan Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan Kota Dumai dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun

2013, dengan perincian sebagai berikut :

No Tahun Nomor DPA/DPPA Tanggal Nilai DPA/DPPA
DPA/DPPA (Rp)

1 | Tahun 2009 | 1.20.1.20.04.001.015.5. | 23 Februari 343.920.000,00
2 2009

2 | Tahun 2010 | 1.20.1.20.04.001.015.5. | 25 Oktober 326.340.000,00
2 2010

3 | Tahun 2011 | 1.20.1.20.04.001.015.5. |28 November| 277.500.000,00
2 2011

4 | Tahun 2012 | 1.20.1.20.04.001.015.5. | 6 November 370.800.000,00
2 2012

5 | Tahun 2013 1.20.04.01.15.5.2 21 Maret 507.450.000,00
2013

Jumlah 1.826.010.000,00
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-------- Bahwa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Dumai yaitu Saksi

Drs. Ansyari Hasan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota Dumai,

sebagai berikut :

No Tahun Nomor SK Walikota Tanggal Pengguna Anggaran
1 | Tahun 2009 24/SK/DPPK-PK/1/2009 5 Januari 2009 Drs. Asyari Hasan
2 | Tahun 2010 39/DPPK/2010 5 Januari 2010 Drs. Asyari Hasan
3 | Tahun 2011 14/DPPK/2011 3 Januari 2011 Drs. Asyari Hasan
4 | Tahun 2012 14/DPPK/2012 2 Januari 2012 Drs. Asyari Hasan
5 | Tahun 2013 35/DPPK/2013 2 Januari 2013 Drs. Asyari Hasan

telah menujuk Terdakwa selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK)

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan,

berdasarkan Surat Keputusan sebagai berikut:

No| Tahun Nama PPTK Nomor SK Tanggal
1 Tahun Terdakwa KPTS.02/SETWAN/2 | 2 Februari 2009
2009 Iskandar 009
Baharuddin
2 Tahun Terdakwa 7/KPTS/SETWAN/20 | 11 Februari 2010
2010 Iskandar 10
Baharuddin
3 Tahun Terdakwa KPTS.06/SETWAN/2 | 29 Maret 2011
2011 Iskandar 011
Baharuddin
4 Tahun Terdakwa 03/KPTS/SETWAN/2 | 14 Januari 2012
2012 Iskandar 012
Baharuddin
5 Tahun Terdakwa 04/KPTS/SETWAN/2 4 Februari
2013 Iskandar 013 2013
Baharuddin

———————— Bahwa pada Maret tahun 2009, Maret tahun 2010, Maret tahun 2011 dan
Februari 2013, Terdakwa selaku PPTK membuat Nota Dinas Pengadaan Surat
Kabar dan Pengumuman Penyediaan Langganan Surat Kabar pada Sekretariat
DPRD Kota Dumai kepada saksi Drs. ASYARI HASAN selaku Pengguna
Anggaran, yang berisi nama-nama surat kabar harian dan mingguan yang
jumlah eksemplarnya ditentukan sendiri oleh Terdakwa, dimana seluruh surat
kabar harian dan mingguan tidak ada mengajukan surat pengajuan atau
proposal pengadaan sebagaimana pengumuman yang dibuat oleh Terdakwa,
sedangkan rincian Pengumuman Penyediaan Langganan Surat Kabar Harian

dan Mingguan yang dibuat oleh Terdakwa, antara lain sebagai berikut;------------

DAFTAR PENGUMUMAN PENYEDIAAN LANGGANAN
SURAT KABAR HARIAN DAN MINGGUAN

SEKRETARIAT DPRD KOTA DUMAI
TAHUN ANGGARAN 2009 sampai dengan 2013
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Bulan dan Tahun Pengumuman
No
Maret 2009 Maret 2010 Maret 2011 Maret 2012 Februari 2013

A | SURAT KABAR HARIAN

1 Koran Riau Dumai Pos Dumai Pos Dumai Pos Dumai Pos

2 Metro Riau Riau Pos Pekanbaru Pos Pekanbaru Pos Pekanbaru Pos

3 Rakyat Riau Riau Mandiri Riau Pos Riau Pos Riau Pos

4 Dumai Pos Metro Riau Media Riau Media Riau Media Riau

5 Pekanbaru Pos ‘Vokal Rakyat Riau Rakyat Riau Rakyat Riau

6 Pekanbaru MX Pekanbaru Pos Koran Riau Riau Pesisir Koran Riau

7 Riau Pesisir Rakyat Riau Riau Pesisir ‘Vokal Riau Pesisir

8 Harian Umum Tribun Pekanbaru Vokal Tribun Pekanbaru Vokal

9 Berita Sore Koran Riau Tribun Pekanbaru Haluan Riau Tribun Pekanbaru
10 Media Riau Riau Pesisir Riau Mandiri Metro Riau Haluan Riau

11 Riau Pos Media Riau Metro Riau Pekanbaru MX Metro Riau

12 | Tribun Pekanbaru Berita Sore Pekanbaru MX Detil Pekanbaru MX
13 | Riau Mandiri Detil

14 Media Nusantara Berita Terkini

15 Pesisir Pos

16 Pos Metro Mandau
B SURAT KABAR MINGGUAN

1 Panji Demokrasi Azam Azam Azam Azam

2 Intermezo Mimbar Pesisir Andalas Andalas Andalas

3 ls:fnoi :;;Efonesm Panji Demokrasi Genta Genta Genta

4 Barisan Baru Intermezo Metro Indonesia Metro Indonesia Metro Indonesia
5 ;Z E::;:g;iahtas dan Senior Sketsa Sketsa Sketsa

6 Aktual Tabloid Moral Aktual Aktual Aktual

7 Moral ;: :::Iglr;.e:acrl]an Suara Massa Suara Massa Suara Massa

8 Azam Barisan Baru Intermezo Intermezo Intermezo

9 Merdeka Buser Metro Senior Senior Senior

10 Genta Metro Indonesia Tabloid Moral Tabloid Moral Tabloid Moral
12 Metro Indonesia Aktual Barisan Baru Barisan Baru Barisan Baru

13 | Sketsa Koran Radar Panji Demokrasi Panji Demokrasi Panji Demokrasi
No Bulan dan Tahun Pengumuman

Maret 2009 Maret 2010 Maret 2011 Maret 2012 Februari 2013

14 Prestasi Reformasi Horas Plus Seputar Nusantara Seputar Nusantara Seputar Nusantara
15 Seputar Nusantara Prestasi Demokrasi Tipikor Tipikor Tipikor

16 | Info Nusantara Tipikor Info Nusantara Info Nusantara Info Nusantara
17 Rakyat Riau KPK Pos Kepri Kepri Kepri

18 KPK Pos Seputar Nusantara Jaya Pos Jaya Pos Jaya Pos

19 Iingeggkyat I?uej[()) 1[1][:5riaRaky at Suara Hati Suara Hati Suara Hati

20 | Jaya Pos Info Nusantara Media Nusantara Media Nusantara Media Nusantara
21 | Tipikor Jaya Pos Radar Radar Radar

22 | Kepri Nusantara Media Nusantara KPK Pos KPK Pos KPK Pos

23 | Horas Plus Kepri Pers Nusantara Riau Satu Riau Satu Riau Satu

24 Radar Monitor Monitor Monitor
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25 Forum Indonesia Forum Indonesia Forum Indonesia
26 ‘Warta Nusantara ‘Warta Nusantara ‘Warta Nusantara
27 Riau Wicara Riau Wicara Riau Wicara

28 Bidik Bidik Bidik

29 Optimis Optimis Optimis

30 Mandiri Mandiri Mandiri

31 Mimbar Pesisir Mimbar Pesisir Mimbar Pesisir
32 Amanat Rakyat Amanat Rakyat Amanat Rakyat
33 Lintas Riau Lintas Riau Lintas Riau

34 Majalah Lain Majalah Gatra Majalah Gatra
35 Majalah Gatra Majalah Forum Majalah Forum
36 Majalah Forum Majalah Kartini Majalah Kartini
37 Majalah Kartini Majalah UKM
38 Riau Jaya

39 Expose

----- Bahwa kemudian Saksi Drs. ASYARI HASAN selaku Pengguna Anggaran
menyetujui pengajuan kegiatan Langganan Surat Kabar yang diusulkan oleh
Terdakwa selaku PPTK dengan metode pengadaan Swakelola yang
dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa, tanpa dilengkapi Kerangka Acuan Kerja

(KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta bagaimana mekanisme

Pengawasan dan Pelaporan Kegiatan tersebut;

————— Bahwa Terdakwa setiap tahunnya membuat pengumuman langganan surat
kabar tersebut di papan pengumuman Sekretariat DPRD Kota Dumai dan
arsipnya disimpan di ruangan Subbag Humas Sekretariat DPRD Kota Dumai,
akan tetapi menurut saksi RICKY HUTAGALUNG selaku Kepala Biro Harian
Media Riau, menerangkan bahwa mereka tidak pernah melihat pengumuman
yang dibuat oleh Terdakwa, dimana yang terjadi di lapangan Saksi RICKY
HUTAGALUNG selalu dihubungi via telpon oleh Terdakwa untuk mengirim

sejumlah ekseplar surat kabar sesuai instruksi Terdakwa melalui perkacapan

telepon;

————— Bahwa untuk periode 2009 hingga 2011 surat kabar diterima oleh Staf
Bagian Humas selanjutnya didistribusikan ke seluruh Bagian di Sekretariat
DPRD, Ruang Sekretaris DPRD dan Ruang Lobi Sekretariat DPRD, adapun staf
Bagian Humas yang melakukan penerimaan dan distribusi surat kabar untuk
periode 2009 hingga 2011 adalah Saksi FIFI FITRIA yang bertugas menerima
surat kabar dan mendistribusikan kepada Fraksi - Fraksi, Bagian Umum, Bagian
Risalah dan Humas serta ke Ruangan Sekretaris DPRD Kota Dumai, selain itu
saksi FIFI FITRIA pada periode 2009 hingga 2011 juga diperintahkan oleh
Terdakwa untuk membantu mengetik kwitansi tagihan pembayaran sebanyak 4

rangkap yang datanya berasal dari Rekap Tagihan Surat Kabar yang diberikan
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oleh Terdakwa, selanjutnya saksi FIFI FITRIA yang menyerahkan surat tagihan

surat kabar dan kwitansi kepada saksi Drs. ASYARI HASAN selaku Pengguna

Anggaran untuk ditandatangani.

————— Bahwa selanjutnya untuk periode 2011 hingga 2013 surat kabar diterima
oleh Staf Bagian Humas yaitu saksi MERIFA SAMOSIR yang menggantikan
saksi FIFI FITRIA untuk bertugas menerima surat kabar dan mendistribusikan

kepada Fraksi - Fraksi, Bagian Umum, Bagian Risalah dan Humas serta ke

Ruangan Sekretaris DPRD Kota Dumai, selain itu saksi MERIFA SAMOSIR
pada periode 2011 hingga Juli 2013 diperintahkan oleh Terdakwa untuk
membantu mengetik kwitansi tagihan pembayaran yang datanya berasal dari
Rekap Tagihan Surat Kabar yang diberikan oleh Terdakwa dan hasil ketikan
kwitansi tagihan pembayaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa, selain
saksi MERIFA SAMOSIR, Terdakwa juga telah memerintahkan saksi T. BENO
AKHIRTA SAID FADILLA di bulan Desember 2013 untuk membantu mengetik
kwitansi tagihan yang datanya ditentukan oleh Terdakwa;

------ Bahwa sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013, Terdakwa selaku
PPTK secara berkala membuat Nota Dinas Pengajuan Permintaan Pembayaran
Surat Kabar dan Rekap Tagihan Surat Kabar sesuai rincian dalam DPA secara
periodik (1-3 bulan sekali) kepada saksi Drs. ASYARI HASAN selaku Pengguna
Anggaran dan disetujui oleh saksi Drs. ASYARI HASAN untuk dibayar tanpa
melakukan melakukan pengujian atas tagihan yang diajukan kepada oleh
Terdakwa serta tidak melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran

SKPD yang dipimpinnya.

----- Bahwa selanjutnya, Terdakwa menyerahkan Nota Dinas Pengajuan
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Rekap Tagihan Surat Kabar yang
telah disetujui oleh saksi Drs. ASYARI HASAN selaku Pengguna Anggaran
kepada saksi RINA YULIS selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD
Kota Dumai untuk dilakukan pencairan dana, selanjutnya saksi RUSMIATI R,
Amd (tahun 2011-2013) telah menyerahkan sebagian besar uang tersebut
langsung kepada Terdakwa sesuai permintaan terdakwa, walaupun ada pihak
Agen/Biro Surat Kabar yang mengambil sendiri kepada saksi RINA YULIS,
namun sebagian besar dibayarkan oleh Terdakwa, selanjutnya atas dokumen
yang telah disiapkan oleh Terdakwa selaku PPTK tersebut, saksi Drs. ASYARI
HASAN selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar
(SPM) untuk kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan, Adapun total uang pencairan Belanja Surat Kabar Tahun 2009 s.d.
Tahun 2013sebesar Rp1.455.380.500,00 yang terdiri dari:
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Tahun Surat Kabar Surat Kabar Jumlah
Harian (Rp) Mingguan (Rp) (Rp)
Tahun 2009 197.520.000,00 141.000.000,00 338.520.000,00
Tahun 2010 243.340.000,00 82.800.000,00 326.140.000,00
Tahun 2011 203.850.000,00 63.100.000,00 266.950.000,00
Tahun 2012 241.860.500,00 49.000.000,00 290.860.500,00
Tahun 2013 200.310.000,00 32.600.000,00 232.910.000,00
Jumlah 1.455.380.500,00

------ Bahwa penyerahan uang kepada Terdakwa tersebut tidak dibuat tanda
terima oleh saksi RUSMIATI, dimana Saksi RUSMIATI hanya menerima
dokumen Nota Dinas Pengajuan Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan
Rekap Tagihan Surat Kabar dari Terdakwa sebagai syarat pencairan uang dan
untuk saksi RINA YULIS selaku Bendahara Pengeluaran melakukan pencairan
tersebut dengan menggunakan Dana Uang Persediaan (UP) dari Bendahara
Umum Daerah (BUD) Sdr. Drs. HARMAN, sedangkan untuk saksi Drs. ASYARI
HASAN selaku Pengguna Anggaran menyatakan pembayaran dilakukan sesuai
dengan surat permintaan pembayaran yang telah diajukan Terdakwa dan jumlah
yang diajukan sesuai yang ada pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta
surat kabar yang datang sesuai dengan disposisi Terdakwa pada surat tagihan

yang dilakukan Agen/Biro Surat Kabar.

----- Bahwa sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013, seluruh Agen/Biro
Surat Kabar mengirim surat kabarnya ke Bagian Humas Sekretariat DPRD Kota
Dumai setiap hari kerja dengan jumlah sesuai permintaan Terdakwa melalui
telepon, apabila ada perubahan maka Terdakwa akan menelepon kembali
Agen/Biro Surat Kabar tersebut, dimana untuk proses penyampaian usulan
berlangganan surat kabar tersebut berlaku sama dari tahun 2009 sampai tahun
2013 yang dialkukan oleh Terdakwa, selanjtnya setelah menerima uang
pencairan Belanja Surat Kabar, dari Bendahara Pengeluaran SKPD Sekretariat
DPRD Kota Dumai, Terdakwa melalui telepon menghubungi Agen/Biro Surat
Kabar satu per satu dan meminta Agen/Biro Surat Kabar tersebut membawa 2
lembar kertas kosong yang berkop surat kabarnya masing-masing beserta
stempel/capnya namun uang pembayaran yang diterima oleh saksi Roky
Hutagalung, saksi Raden Heri, saksi Gusti Nandar Putra, saksi Yudi Sanjaya,
saksi Mardiyono, saksi Abdul Rozak, saksi Ridwan Safri, saksi Amat Tarmizi,
Saksi Rudi Hartono, saksi Upik Leli, saksi Asbel Hutagalung, saksi Muriyanto,
saksi Sri Ningsih, saksi Tayuang dan saksi Syamsir Alam tidak sesuai dengan

nilai uang yang dicairkan oleh Terdakwa, dimana jumlah pembayaran sejak
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ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian
sebagai berikut:
No Tahun Surat Kabar Surat Kabar Jumlah (Rp)
Harian (Rp) Mingguan (Rp)
1 Tahun 2009 97.993.000,00 120.780.000,00 218.773.000,00
2 Tahun 2010 121.048.000,00 61.680.000,00 182.728.000,00
3 Tahun 2011 94.425.500,00 49.970.000,00 144.395.500,00
4 Tahun 2012 127.481.500,00 35.320.000,00 162.801.500,00
5 Tahun 2013 108.382.000,00 20.300.000,00 128.682.000,00
Jumlah 837.380.000,00

————— Bahwa jumlah uang yang dibayarkan Terdakwa sebesar Rp.837.380.000,-
(delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada
sejumlah Agen/Biro Surat Kabar tersebut diatas tidak sama dengan jumlah
pencairan uang yang telah diterima Terdakwa dari Bendahara Pengeluaran
SKPD Sekretariat DPRD Kota Dumai dan berdasarkan dokumen SPM dan
SP2D kegiatan Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
pada SKPD Sekretariat DPRD Kota Dumai uang yang dicairkan sebesar Rp
1.455.380.500,00 (satu milyar empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus

delapan puluh ribu lima ratus rupiah).---

————— Bahwa sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Belanja Surat
Kabar Sekretariat DPRD Kota Dumai setiap periode pebcairan, Terdakwa
mengetik kwitansi dan kerta kosong berkop Agen/Biro Surat Kabar yang telah
ditandatangani oleh Agen/Biro Surat Kabar tersebut menjadi dokumen
Penagihan Pembayaran Surat Kabar dengah dibantu oleh staf Bagiann Humas
Sekretariat DPRD Kota Dumai yaitu saksi FIFI FITRI pada Tahun 2009 hingga
Tahun 2011, saksi MERIFA SAMOSIR Tahun 2011 hingga Tahun 2013 dan
saksi T. BENO AKHIRTA SAID FADILLA pada Desember 2013, dimana
berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Badan
Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor : 1065/FKP/2014

tanggal 17 April 2014 atas pemeriksaan barang bukti elektronik berupa :----------

- 1 (satu) unit CPU merk Acer M3970 S/N PTSG501009145029BE9200

warna casing Hitam;
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- 1 (satu) unit CPU merk Acer M3970 S/N PTSG501009143008C79200
warna casing Hitam;
Di dapatkan hasil pemeriksaan adanya file PERMOHONAN TAGIHAN

KORAN.docx yang berisi surat permohonan tagihan surat kabar harian Koran

Riau dan surat kabar harian Dumai Pos, file tagihan.docx yang berisi surat
permohonan tagihan Surat Kabar Umum EXPOSE, file TAGIHAN KORAN
MINGGUAN.docx yang berisi surat permohonan tagihan surat kabar Koran
Kriminalitas dan Pencegahan serta Surat Kabar Mingguan Warta Sumatera,
dimana Tagihan tersebut dibuat atas perintah Terdakwa, kemudian diprint
menggunakan kertas berkop agen/biro surat kabar yang telah diminta oleh
Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, setelah selesai diprint, kemudian
Terdakwa melampirkan surat tagihan tersebut dalam Nota Dinas Pengajuan

Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Rekap Tagihan Surat Kabar.-----------

————— Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku PPTK menyampaikan dokumen
kwitansi dan dokumen Penagihan Pembayaran Surat Kabar kepada saksi Drs.
ASYARI HASAN selaku Pengguna Anggaran untuk ditandatangani, setelah
ditandatangani oleh Pengguna Anggara, Terdakwa selanjutnya menyerahkan
dokumen tersebut kepada Bendahara Pengeluaran yaitu saksi RINA YULIS
(tahun 2009 - Tahun 2010), selanjutnya kepada saksi RUSMIATI R, Amd (tahun
2011 - Tahun 2013) untuk dibuat pertanggungjawaban kegiatan Belanja Surat
Kabar per tahap melalui mekanisme pengajuan SPM-GU dan SPM-GU Nihil
kepada Pengguna Anggaran saksi Drs. ASYARI HASAN setelah melalui
verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Dumai
yaitu Dra. NATALINA MARIANA GULTOM (tahun 2009 — tahun 2010), TENGKU
DESMA DENILA, SH (tahun 2011 - tahun 2012) dan TENGKU SA'ADIAH (tahun
2012 - tahun 2013) untuk diterbitkan SP2D-GU dan SP2GU Nihil oleh
Bendahara Umum Daerah (BUD), sedangkan Pertanggungjawaban Kegiatan
Belanja Surat Kabar berupa Dokumen Kwitansi dan dokumen Penagihan
Pembayaran Surat Kabar berasal dari kertas kosong dan kwitansi kosong yang
diminta oleh Terdakwa dari masing-masing Agen/Biro Surat Kabar yang

kemudian jumlahnya diisi sendiri oleh Terdakwa ISKANDAR.

————— Bahwa Terdakwa selaku PPTK sesuai dengan Pasal 12 ayat (5) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri

Nomor 21 Tahun 2011 memiliki tugas sebagai berikut:

a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan;
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c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan

kegiatan.

————— Bahwa saksi Drs. AYSARI HASAN selaku Pengguna Anggaran sesuai
dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 memiliki tugas sebagai

berikut:

menyusun RKA-SKPD;
menyusun DPA-SKPD;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

anggaran belanja;

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;---------

f.  melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas

anggaran yang telah ditetapkan;

h. menandatangani SPM;

i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang

dipimpinnya;

j-  mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung

jawab SKPD yang dipimpinnya;

k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;-
I.  mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;--------------=-----
m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya

berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan;-----------------
n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah

melalui sekretaris daerah.

————— Bahwa saksi Drs. AYSARI HASAN selaku Pengguna Anggaran menyadari
bahwa Terdakwa selaku PPTK telah menerbitkan Nota Dinas Pengadaan Surat

Kabar dan Pengumuman Penyediaan Langganan Surat Kabar pada Sekretariat

DPRD Kota Dumai dimana saksi Drs. AYSARI HASAN selaku Pengguna
Anggaran patut menyadari bahwa kegiatan Pengadaan Surat Kabar dan
Pengumuman Penyediaan Langganan Surat Kabar Harian dan Mingguan yang
dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan nomenklatur kode rekening
1.20.1.20.04.001.015.5.2 yaitu Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan, selanjutnya atas pengumuman penyediaan langganan

Halaman 11 dari 113. Putusan. Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kabar harian dan mingguan yang dibuat oleh Terdakwa selaku PPTK
tersebut seyogyanya ada surat penawaran ataupun proposal dari Agen/Biro
surat kabar harian dan mingguan yang masuk ke Sekretariat DPRD serta bukti
tagihan untuk kemudian diperiksa dan ditindaklanjuti untuk kemudian
dilampirkan sebagai bahan pengujian kebenaran atas tagihan yang diajukan
oleh Terdakwa selaku PPTK namun saksi Drs. AYSARI HASAN selaku
Pengguna Anggaran tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 10 huruf e dalam hal melakukan pengujian atas tagihan sebelum
memerintahkan pembayaran dan tidak melaksanakan ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah Pasal 10 huruf | dalam hal mengawasi pelaksanaan
anggaran SKPD yang dipimpinnya.

————— Bahwa dalam kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan pada SKPD Sekretariat DPRD Kota Dumai dalam periode
1 Januari s.d. 31 Desember pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012
hingga periode 1 Januari s.d. 31 Juli tahun 2013 dengan kode rekening
1.20.1.20.04.001.015.5.2 yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa ISKANDAR
selaku PPTK tidak mengikuti peraturan perundang-undangan sebagai berikut:--
1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 60 ayat (1) yang menyatakan:

Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang kuat dan sah

mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan:

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan

bukti yang lengkap dan sah;
3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tanggal 6

Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang

menyatakan :

Pasal 6 : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa harus memenuhi etika sebagai berikut:
Huruf f: menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan
kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;---
Huruf g: menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang
dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi,

golongan atau pihak lain yang secaralangsung atau tidak
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langsung merugikan negara.

----- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan
Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi
Riau Nomor: SR113/PW04/5/2014 tanggal 24 Maret 2014, diperoleh
penghitungan Kerugian Negara sebesar sebesar Rp 618.000.500,00 (enam
ratus delapan belas juta ima atusr upiah), dengan perhitungan sebagai
berikut:

--------- Perbuatan Terdakwa Iskandar Baharuddin Bin Baharuddin sebagaiamana
a. Realisasi pencairan Kegiatan Belanja Surat Kabar
Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2009 s.d.

2013:

- Tahun Anggaran 2009 Rp338.520.000,00

- Tahun Anggaran 2010 Rp326.140.000,00

- Tahun Anggaran 2011 Rp266.950.000,00

- Tahun Anggaran 2012 Rp290.860.500,00

- Tahun Anggaran 2013 Rp232.910.000,00 +

Jumlah realisasi pencairan dana Rp1.455.380.500,00

b. Realisasi pembayaran Kegiatan Belanja Surat
Kabar Sekretariat DPRD Kota Dumai kepada
Agen/Biro Surat Kabar Tahun 2009 s.d. 2013

- Tahun Anggaran 2009 Rp218.773.000,00
- Tahun Anggaran 2010 Rp182.728.000,00
- Tahun Anggaran 2011 Rp144.395.500,00
- Tahun Anggaran 2012 Rp162.801.500,00
- Tahun Anggaran 2013 Rp128.682.000.00 +

Jumlah realisasi pembayaran Rp837.380.000,00

c. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b) :

- Tahun Anggaran Rp119.747.000,00
2009

- Tahun Anggaran Rp143.412.000,00
2010

- Tahun Anggaran Rp122.554.500,00
2011

- Tahun Anggaran Rp128.059.000,00
2012

- Tahun Anggaran Rp104.228.000,00+
2013

Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp618.000.500,00

diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 jo pasal 18 ayat (1) huruf b. undang-
undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-
undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas

undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana
jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
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SUBSIDAIR ;

—————— Bahwa ia Terdakwa ISKANDAR BAHARUDDIN Bin BAHARUDDIN

selaku Kepala Subbagian Protokol pada Bagian Hubungan Masyarakat

Sekretariat DPRD Kota Dumai berdasarkan Petikan Keputusan Walikota
Nomor : 153/BAKD/2008 tanggal 07 Nopember 2008 serta sebagai Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD

Kota Dumai

Nomor : KPTS.02/SETWAN/2009 tanggal 02 Pebruari 2009, Keputusan
Sekretaris DPRD Kota Dumai Nomor : 07/KPTS/SETWAN/2010 tanggal 01
Pebruari 2010, Keputusan Sekretaris DPRD Kota Dumai Nomor

KPTS.06/SETWAN/2011 tanggal 29 Maret 2011, Keputusan Sekretaris DPRD
Kota Dumai Nomor : 03/KPTS/SETWAN/2012 tanggal 14 Januari 2012 dan
Keputusan Sekretaris DPRD Kota Dumai Nomor : 04/KPTS/SETWAN/2013
tanggal 04 Pebruari 2013 bersama-sama dengan Saksi Drs. ASYARI HASAN
selaku Sekretaris DPRD Kota Dumai serta sebagai Pengguna Anggaran pada
Sekretariat DPRD Kota Dumai, antara bulan Mei Tahun 2009 sampai dengan
bulan Nopember Tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara
tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD
Kota Dumai yang ada di Jalan Perwira Kelurahan Bagan Besar Kecamatan
Bukit Kapur Kota Dumai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkara Tindak Pidana Korupsi, “telah melakukan beberapa perbuatan yang
ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai
satu perbuatan berlanjut, yang melakukan atau turut serta melakukan
perbuatan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”, Perbuatan

tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : ------------

—————————— Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat DPRD
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Kota Dumai dianggarkan kegiatan Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan Kota Dumai dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun

2013, dengan perincian sebagai berikut :

N Tahun Nomor DPA/DPPA Tanggal Nilai DPA/DPPA
0 DPA/DPPA (Rp)
1 | Tahun 2009 | 1.20.1.20.04.001.015.5. | 23 Februari 2009 343.920.000,00
2
2 | Tahun 2010 | 1.20.1.20.04.001.015.5. | 25 Oktober 2010 326.340.000,00
2
3 | Tahun 2011 | 1.20.1.20.04.001.015.5. | 28 November 2011 277.500.000,00
2
4 | Tahun 2012 | 1.20.1.20.04.001.015.5. | 6 November 2012 370.800.000,00
2
5 | Tahun 2013 1.20.04.01.15.5.2 21 Maret 2013 507.450.000,00
Jumlah 1.826.010.000,00

----- Bahwa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Dumai yaitu saksi Drs.

Ansyari Hasan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota Dumai sebagai

berikut:
No Tahun Nomor SK Walikota Tanggal Pengguna Anggaran
1 | Tahun 2009 |24/SK/DPPK-PK/I/2009 | 5 Januari 2009 Drs. Asyari Hasan
2 | Tahun 2010 39/DPPK/2010 5 Januari 2010 Drs. Asyari Hasan
3 | Tahun 2011 14/DPPK/2011 3 Januari 2011 Drs. Asyari Hasan
4 | Tahun 2012 14/DPPK/2012 2 Januari 2012 Drs. Asyari Hasan
5 | Tahun 2013 35/DPPK/2013 2 Januari 2013 Drs. Asyari Hasan

telah menunjuk Terdakwa selaku Pejabat Pengelola Kegiatan (PPTK) Kegiatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, berdasarkan

Surat Keputusan sebagai berikut;

No| Tahun Nama PPTK Nomor SK Tanggal
1 Tahun Terdakwa KPTS.02/SETWAN/2 | 2 Februari 2009
2009 Iskandar 009
Baharuddin
2 Tahun Terdakwa 10/KPTS/SETWAN/2 11 Februari
2010 Iskandar 010 2010
Baharuddin
3 Tahun Terdakwa KPTS.06/SETWAN/2 | 29 Maret 2011
2011 Iskandar 011
Baharuddin
4 Tahun Terdakwa 03/KPTS/SETWAN/2 | 14 Januari 2012
2012 Iskandar 012
Baharuddin
5 Tahun Terdakwa 04/KPTS/SETWAN/2 | 05 Februari
2013 Iskandar 013 2013

Halaman 15 dari 113. Putusan. Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

‘ ‘ ‘ Baharuddin ‘ ‘ ‘

—————————— Bahwa pada Maret Tahun 2009, Maret Tahun 2010, Maret Tahun 2011
dan Pebruari 2013, Terdakwa selaku PPTK membuat Nota Dinas Pengadaan
Surat Kabar dan Pengumuman Penyediaan Langganan Surat Kabar pada
Sekretariat DPRD Kota Dumai kepada Saksi Drs. ASYARI HASAN selaku
Pengguna Anggaran, yang berisi nama-nama surat kabar harian dan mingguan
yang jumlah eksemplarnya ditentukan sendiri oleh Terdakwa, dimana seluruh
surat kabar harian dan mingguan tidak ada mengajukan surat pengajuan atau

proposal pengadaan sebagaimana pengumuman yang dibuat oleh Terdakwa,
sedangkan rincian Pengumuman Penyediaan Langganan Surat Kabar Harian

dan Mingguan yang dibuat oleh Terdakwa, antara lain sebagai berikut :-----------

DAFTAR PENGUMUMAN PENYEDIAAN LANGGANAN
SURAT KABAR HARIAN DAN MINGGUAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA DUMAI

TAHUN ANGGARAN 2009 s.d 2013

Bulan dan Tahun Pengumuman
No Maret 2009 Maret 2010 Maret 2011 Maret 2012 Februari 2013
A SURAT KABAR HARIAN
1 Koran Riau Dumai Pos Dumai Pos Dumai Pos Dumai Pos
2 Metro Riau Riau Pos Pekanbaru Pos Pekanbaru Pos Pekanbaru Pos
3 Rakyat Riau Riau Mandiri Riau Pos Riau Pos Riau Pos
4 Dumai Pos Metro Riau Media Riau Media Riau Media Riau
5 Pekanbaru Pos ‘Vokal Rakyat Riau Rakyat Riau Rakyat Riau
6 Pekanbaru MX Pekanbaru Pos Koran Riau Riau Pesisir Koran Riau
7 Riau Pesisir Rakyat Riau Riau Pesisir Vokal Riau Pesisir
8 Harian Umum Tribun Pekanbaru ‘Vokal Tribun Vokal
Pekanbaru
9 Berita Sore Koran Riau Tribun Pekanbaru Haluan Riau Tribun Pekanbaru
10 Media Riau Riau Pesisir Riau Mandiri Metro Riau Haluan Riau
11 Riau Pos Media Riau Metro Riau Pekanbaru MX Metro Riau
12 Tribun Pekanbaru Berita Sore Pekanbaru MX Detil Pekanbaru MX
13 Riau Mandiri Detil
14 Media Nusantara Berita Terkini
15 Pesisir Pos
16 Pos Metro Mandau
B SURAT KABAR MINGGUAN
1 Panji Demokrasi Azam Azam Azam Azam
2 Intermezo Mimbar Pesisir Andalas Andalas Andalas
3 Senior Infiones1a Panji Demokrasi Genta Genta Genta
Reformasi
. . Metro .
4 Barisan Baru Intermezo Metro Indonesia . Metro Indonesia
Indonesia
5 KP Kriminalitas dan Senior Sketsa Sketsa Sketsa
Pencegahan
6 Aktual Tabloid Moral Aktual Aktual Aktual
7 Moral Kriminal dan Suara Massa Suara Suara Massa
Pencegahan Massa
8 Azam Barisan Baru Intermezo Intermezo Intermezo
9 Merdeka Buser Metro Senior Senior Senior
10 Genta Metro Indonesia Tabloid Moral ;i]z;?ld Tabloid Moral
1 Buser Metro Sketsa Kriminalitas dan Kriminalitas Kriminalitas dan
Pencegahan dan Pencegahan
Pencegahan
12 | Metro Indonesia Aktual Barisan Baru :aar:san Barisan Baru
.. . Panji .. .
13 Sketsa Koran Radar Panji Demokrasi . Panji Demokrasi
Demokrasi
No Bulan dan Tahun Pengumuman
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Maret 2009 Maret 2010 Maret 2011 1\;[5‘1’;‘ Februari 2013
. . Seputar

14 Prestasi Reformasi Horas Plus Seputar Nusantara Seputar Nusantara
Nusantara

15 Seputar Nusantara Prestasi Demokrasi | Tipikor Tipikor Tipikor

16 | Info Nusantara Tipikor Info Nusantara Info Info Nusantara
Nusantara

17 Rakyat Riau KPK Pos Kepri Kepri Kepri

18 KPK Pos Seputar Nusantara Jaya Pos Jaya Pos Jaya Pos

19 Suara Rakyal Seputar} Rakyat Suara Hati Suara Hati Suara Hati

Indonesia Indonesia

20 | Jaya Pos Info Nusantara Media Nusantara Media Media Nusantara
Nusantara

21 | Tipikor Jaya Pos Radar Radar Radar

22 Kepri Nusantara Media Nusantara KPK Pos KPK Pos KPK Pos

23 | Horas Plus Kepri Pers Riau Satu RiauSatu | Riau Satu

Nusantara

24 Radar Monitor Monitor Monitor

25 Forum Indonesia Forum . Forum Indonesia
Indonesia

26 Warta Nusantara Warta Warta Nusantara
Nusantara

27 Riau Wicara R}au Riau Wicara
Wicara

28 Bidik Bidik Bidik

29 Optimis Optimis Optimis

30 Mandiri Mandiri Mandiri

31 Mimbar Pesisir Ml‘mAbar Mimbar Pesisir
Pesisir
Amanat

32 Amanat Rakyat Rakyat Amanat Rakyat

33 Lintas Riau L'mtas Lintas Riau
Riau

34 Majalah Lain Majalah Majalah Gatra
Gatra

35 Majalah Gatra Majalah Majalah Forum
Forum

36 Majalah Forum Maj'a lfah Majalah Kartini
Kartini

37 Majalah Kartini Majalah UKM

38 Riau Jaya

39 Expose

—————————— Bahwa kemudian Saksi Drs. ASYARI HASAN selaku Pengguna
Anggaran menyetujui pengajuan kegiatan Langganan Surat Kabar yang
diusulkan oleh Terdakwa selaku PPTK dengan metode Pengadaan Swakelola
yang dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa, tanpa dilengkapi Kerangka Acuan

Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta bagaimana mekanisme

Pengawasan dan Pelaporan Kegiatan tersebut;

---------- Bahwa Terdakwa setiap tahunnya membuat pengumuman langganan
surat kabar tersebut di papan pengumuman Sekretariat DPRD Kota Dumai dan
arsipnya disimpan di ruangan Subbag Humas Sekretariat DPRD Kota Dumai,
akan tetapi menurut Saksi RICKY HUTAGALUNG selaku Kepala Biro Harian
Media Riau, menerangkan bahwa mereka tidak pernah melihat pengumuman
yang dibuat oleh Terdakwa, dimana yang terjadi di lapangan Saksi RICKY
HUTAGALUNG selalu dihubungi via telepon oleh Terdakwa untuk mengirimkan

sejumlah eksemplar surat kabar sesuai instruksi Terdakwa melalui percakapan

telepon;

---------- Bahwa untuk periode 2009 hingga 2011 surat kabar diterima oleh Staf
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Bagian Humas selanjutnya di distribusikan ke seluruh Bagian di Sekretariat
DPRD, Ruang Sekretaris DPRD dan Ruang Lobi Sekretariat DPRD, adapun

Staf Bagian Humas yang melakukan penerimaan dan mendistribusikan surat

kabar untuk periode 2009 hingga 2011 adalah Saksi FIFI FITRIA yang bertugas
menerima surat kabar dan mendistribusikan kepada Fraksi - Fraksi, Bagian
Umum, Bagian Risalah dan Humas serta ke Ruangan Sekretaris DPRD Kota
Dumai, selainitu Saksi FIFI FITRIA pada periode 2009 hingga 2011 juga

diperintahkan oleh Terdakwa untuk membantu mengetik kwitansi tagihan
pembayaran sebanyak 4 (empat) rangkap yang datanya berasal dari Rekap
Tagihan Surat Kabar yang diberikan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi FIFI
FITRIA yang menyerahkan surat tagihan surat kabar dan kwitansi kepada Saksi

Drs. ASYARI HASAN selaku Pengguna Anggaran untuk ditandatangani; ---------

—————————— Bahwa selanjutnya untuk periode 2011 hingga 2013 surat kabar
diterima oleh Staf Bagian Humas yaitu Saksi MERIFA SAMOSIR vyang
menggantikan Saksi FIFI FITRIA untuk bertugas menerima surat kabar dan
mendistribusikan kepada Fraksi - Fraksi, Bagian Umum, Bagian Risalah dan
Humas serta ke Ruangan Sekretaris DPRD Kota Dumai, selain itu Saksi
MERIFA SAMOSIR pada periode 2011 hingga Juli 2013 diperintahkan oleh
Terdakwa untuk membantu mengetik kwitansi tagihan pembayaran yang
datanya berasal dari Rekap Tagihan Surat Kabar yang diberikan oleh Terdakwa
dan hasil ketikan kwitansi tagihan pembayaran tersebut diserahkan kepada
Terdakwa, selain Saksi MERIFA SAMOSIR, Terdakwa juga memerintahkan
Saksi T. BENO AKHIRTA SAID FADILLA di bulan Desember 2013 untuk

membantu mengetik kwitansi tagihan yang datanya ditentukan oleh Terdakwa; -

---------- Bahwa sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013, Terdakwa selaku
PPTK secara berkala membuat Nota Dinas Pengajuan Permintaan Pembayaran
Surat Kabar dan Rekap Tagihan Surat Kabar sesuai rincian dalam DPA secara
periodik (1-3 bulan sekali) kepada Saksi Drs. ASYARI HASAN selaku Pengguna
Anggaran dan disetujui oleh Saksi Drs. ASYARI HASAN untuk dibayar tanpa
melakukan melakukan pengujian atas tagihan yang diajukan kepada oleh

Terdakwa serta tidak melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran

SKPD yang dipimpinnya;
—————————— Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan Nota Dinas Pengajuan
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Rekap Tagihan Surat Kabar yang

telah disetujui oleh Saksi Drs. ASYARI HASAN selaku Pengguna Anggaran
kepada Saksi RINA YULIS selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD
Kota Dumai untuk dilakukan pencairan dana, selanjutnya Bendahara
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Pengeluaran yaitu Saksi RINA YULIS (tahun 2009-2010), selanjutnya Saksi
RUSMIATI R, Amd (tahun 2011-2013) juga telah menyerahkan sebagian besar
uang tersebut langsung kepada Terdakwa sesuai permintaan terdakwa,
walaupun ada pihak Agen / Biro Surat Kabar yang mengambil sendiri kepada
Saksi RINA YULIS, namun sebagian besar dibayarkan oleh Terdakwa,
selanjutnya atas dokumen yang telah disiapkan oleh Terdakwa selaku PPTK
tersebut, Saksi Drs. ASYARI HASAN selaku Pengguna Anggaran menerbitkan
Surat Perintah Membayar (SPM) untuk kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-Undangan, Adapun total uang pencairan Belanja
Surat Kabar dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 sebesar
Rp. 1.455.380.500,00 yang terdiri dari :

Tahun Surat Kabar Surat Kabar Jumlah
Harian (Rp) Mingguan (Rp) (Rp)

Tahun 197.520.000,00 141.000.000,00 338.520.000,00
'I?a%?i 243.340.000,00 82.800.000,00 326.140.000,00
'I?acl)wlucr)w 203.850.000,00 63.100.000,00 266.950.000,00
-é%t]':] 241.860.500,00 49.000.000,00 290.860.500,00
'?a%lt; 200.310.000,00 32.600.000,00 232.910.000,00
= Jumlah 1.455.380.500,00

---------- Bahwa penyerahan uang kepada Terdakwa tersebut tidak dibuat tanda
terima oleh Saksi RUSMIATI, dimana Saksi RUSMIATI hanya menerima
dokumen Nota Dinas Pengajuan Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan
Rekap Tagihan Surat Kabar dari Terdakwa sebagai syarat pencairan uang dan
untuk Saksi RINA YULIS selaku Bendahara Pengeluaran melakukan pencairan
tersebut dengan menggunakan Dana Uang Persediaan (UP) dari Bendahara
Umum Daerah (BUD) Sdr. Drs. HARMAN, sedangkan untuk Saksi Drs. ASYARI
HASAN selaku Pengguna Anggaran menyatakan pembayaran dilakukan sesuai
dengan surat permintaan pembayaran yang telah diajukan Terdakwa dan jumlah
yang diajukan sesuai yang ada pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta
surat kabar yang datang sesuai dengan disposisi Terdakwa pada surat tagihan

yang dilakukan Agen / Biro Surat Kabar;

---------- Bahwa sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013, seluruh Agen /
Biro Surat Kabar mengirim surat kabarnya ke Bagian Humas Sekretariat DPRD
Kota Dumai setiap hari kerja dengan jumlah sesuai permintaan Terdakwa
melalui telepon, apabila ada perubahan maka Terdakwa akan menelepon
kembali Agen / Biro Surat Kabar tersebut, dimana untuk proses penyampaian

usulan berlangganan surat kabar tersebut berlaku sama dari Tahun 2009
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sampai Tahun 2013 yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya setelah

menerima uang pencairan Belanja Surat Kabar dari Bendahara Pengeluaran

SKPD Sekretariat DPRD Kota Dumai, Terdakwa melalui telepon menghubungi
Agen / Biro Surat Kabar satu per satu dan meminta Agen / Biro Surat Kabar
tersebut membawa 2 lembar kertas kosong yang berkop surat kabarnya

masing-masing beserta stempel / capnya namun uang pembayaran yang
diterima oleh Saksi Ricky Hutagalung, Saksi Raden Heri, Saksi Gusti Nandar
Putra, Saksi Yudi Sanjaya, Saksi Mardiyono, Saksi Abdul Rozak, Saksi Ridwan

Safri, Saksi Amat Tarmizi, Saksi Rudi Hartono, Saksi Upik Leli, Saksi Asbel
Hutagalung, Saksi Muriyanto, Saksi Sri Ningsih, Saksi Tayuang dan Syamsir
Alam tidak sesuai dengan nilai uang yang dicairkan oleh Terdakwa, dimana
jumlah pembayaran sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 sebesar Rp.

837.380.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu

rupiah) dengan rincian, antara lain sebagai berikut :

No Tahun Surat Kabar Surat Kabar Jumlah (Rp)
Harian (Rp) Mingguan (Rp)

1 | Tahun 2009 97.993.000,00 120.780.000,00 | 218.773.000,00
2 | Tahun 2010 121.048.000,00 61.680.000,00 | 182.728.000,00
3 | Tahun 2011 94.425.500,00 49.970.000,00 | 144.395.500,00
4 | Tahun 2012 127.481.500,00 35.320.000,00 | 162.801.500,00
5 | Tahun 2013 108.382.000,00 20.300.000,00 | 128.682.000,00

Jumlah 837.380.000,00

---------- Bahwa jumlah uang yang dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp.
837.380.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu
rupiah) kepada sejumlah Agen / Biro Surat Kabar tersebut diatas, tidak sama
dengan jumlah pencairan uang yang telah diterima Terdakwa dari Bendahara
Pengeluaran SKPD Sekretariat DPRD Kota Dumai dan berdasarkan dokumen
SPM dan SP2D kegiatan Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan pada SKPD Sekretariat DPRD Kota Dumai uang yang dicairkan
sebesar Rp. 1.455.380.500,00 (satu milyar empat ratus lima puluh lima juta tiga
ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) hal tersebut dapat terjadi karena
Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya selaku PPTK untuk

mendapat Keuntungan;

---------- Bahwa sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Belanja

Surat Kabar Sekretariat DPRD Kota Dumai setiap periode pencairan, Terdakwa
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mengetik kwitansi dan kertas kosong berkop Agen / Biro Surat Kabar yang telah

ditanda tangani oleh Agen/Biro Surat Kabar tersebut menjadi Dokumen

Penagihan Pembayaran Surat Kabar dengan dibantu oleh Staf Bagian Humas
Sekretariat DPRD Kota Dumai yaitu Saksi FIFI FITRIA pada Tahun 2009 hingga
Tahun 2011, Saksi MERIFA SAMOSIR Tahun 2011 hingga Tahun 2013 dan
Saksi T. BENO AKHIRTA SAID FADILLA pada Desember 2013, dimana
berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan

Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor : 1065/FKF/2014
tanggal 17 April 2014 atas pemeriksaan barang bukti elektronik berupa :----------

- 1 (satu) unit CPU merk Acer M3970 S/N PTSG501009145029BE9200 warna
casing Hitam;
- 1 (satu) unit CPU merk Acer M3970 S/N PTSG501009143008C79200 warna
casing Hitam;
Di dapatkan hasil pemeriksaan adanya file PERMOHONAN TAGIHAN

KORAN.docx yang berisi surat permohonan tagihan surat kabar harian Koran

Riau dan surat kabar harian Dumai Pos, file tagihan.docx yang berisi surat
permohonan tagihan Surat Kabar Umum EXPOSE, file TAGIHAN KORAN
MINGGUAN.docx yang berisi surat permohonan tagihan surat kabar Koran
Kriminalitas dan Pencegahan serta Surat Kabar Mingguan Warta Sumatera,
dimana Tagihan tersebut dibuat atas perintah Terdakwa, kemudian diprint
menggunakan kertas berkop agen / biro surat kabar yang telah diminta oleh
Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, setelah selesai diprint, kemudian
Terdakwa melampirkan surat tagihan tersebut dalam Nota Dinas Pengajuan

Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Rekap Tagihan Surat Kabar; ----------

---------- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku PPTK menyampaikan dokumen
kwitansi dan dokumen Penagihan Pembayaran Surat Kabar kepada Saksi Drs.
ASYARI HASAN selaku Pengguna Anggaran untuk ditandatangani, setelah
ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran, Terdakwa selanjutnya menyerahkan
dokumen tersebut kepada Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi RINA YULIS
(Tahun 2009 - Tahun 2010), selanjutnya kepada Saksi RUSMIATI R, Amd
(Tahun 2011 - Tahun 2013) untuk dibuat pertanggungjawaban kegiatan Belanja
Surat Kabar per tahap melalui mekanisme pengajuan SPM-GU dan SPM-GU
Nihil kepada Pengguna Anggaran Saksi Drs. ASYARI HASAN setelah melalui
verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Dumai
yaitu Dra. NATALINA MARIANA GULTOM (Tahun 2009 — Tahun 2010),
TENGKU DESMA DENILA, SH (Tahun 2011 - Tahun 2012) dan TENGKU
SA'ADIAH (Tahun 2012 — Tahun 2013) untuk diterbitkan SP2D-GU dan SP2GU
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Nihil oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), sedangkan Pertanggungjawaban
Kegiatan Belanja Surat Kabar berupa Dokumen Kwitansi dan dokumen
Penagihan Pembayaran Surat Kabar berasal dari kertas kosong dan kwitansi
kosong yang diminta oleh Terdakwa dari masing-masing Agen / Biro Surat

Kabar yang kemudian jumlahnya diisi sendiri oleh Terdakwa ISKANDAR.---------

—————————— Bahwa Terdakwa selaku PPTK sesuai dengan Pasal 12 ayat (5)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 memiliki tugas sebagai berikut :---------------

a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan;

c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan

kegiatan;

—————————— Bahwa Saksi Drs. AYSARI HASAN selaku Pengguna Anggaran sesuai
dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 memiliki tugas sebagai
berikut :

Menyusun RKA-SKPD;
b. Menyusun DPA-SKPD;

c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

anggaran belanja;

d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;---------

f.  Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas

anggaran yang telah ditetapkan;

h. Menandatangani SPM;

i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang
dipimpinnya;

j- Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung

jawab SKPD yang dipimpinnya;

k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;-
I.  Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;--------------------
m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya

berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan;-----------------

Halaman 22 dari 113. Putusan. Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah

melalui sekretaris daerah.

—————————— Bahwa Saksi Drs. ANSYARI HASAN selaku Pengguna Anggaran
menyadari bahwa Terdakwa selaku PPTK telah menerbitkan Nota Dinas
Pengadaan Surat Kabar dan Pengumuman Penyediaan Langganan Surat Kabar
pada Sekretariat DPRD Kota Dumai dimana Saksi Drs. ANSYARI HASAN

selaku Pengguna Anggaran patut menyadari bahwa kegiatan Pengadaan Surat

Kabar dan Pengumuman Penyediaan Langganan Surat Kabar Harian dan

Mingguan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan nomenklatur kode

rekening 1.20.1.20.04.001.015.5.2 yaitu Pengadaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan, selanjutnya atas pengumuman penyediaan
langganan surat kabar harian dan mingguan yang dibuat oleh Terdakwa selaku
PPTK tersebut seyogyanya ada surat penawaran ataupun proposal dari Agen /
Biro surat kabar harian dan mingguan yang masuk ke Sekretariat DPRD serta
bukti tagihan untuk kemudian diperiksa dan ditindaklanjuti untuk kemudian
dilampirkan sebagai bahan pengujian kebenaran atas tagihan yang diajukan
oleh Terdakwa selaku PPTK namun Saksi Drs. ANSYARI HASAN selaku
Pengguna Anggaran tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 10 huruf e dalam hal melakukan pengujian atas tagihan sebelum
memerintahkan pembayaran dan tidak melaksanakan ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah Pasal 10 huruf | dalam hal mengawasi pelaksanaan

anggaran SKPD yang dipimpinnya;

---------- Bahwa dalam kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan pada SKPD Sekretariat DPRD Kota Dumai dalam periode
1 Januari s.d. 31 Desember pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012
hingga periode 1 Januari s.d. 31 Juli tahun 2013 dengan kode rekening
1.20.1.20.04.001.015.5.2 yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa ISKANDAR

selaku PPTK tidak mengikuti peraturan perundang-undangan sebagai berikut :--

1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 60 ayat (1) yang menyatakan: Setiap
pengeluaran harus didukung oleh bukti yang kuat dan sah mengenai hak

yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan:
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Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti

yang lengkap dan sah;

3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tanggal 6
Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang

menyatakan :

Pasal 6 : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa harus memenuhi etika sebagai berikut :-------------

Huruf f : menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan
kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan

Barang/Jasa;

Huruf g : menghindari dan mencegah penyalahgunaan
wewenangdan/atau kolusi dengan tujuan untuk
keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang
secara langsung atau tidak langsung merugikan

negara;

---------- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan
Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi
Riau Nomor : SR113/PWO04/5/2014 tanggal 24 Maret 2014, diperoleh
penghitungan Kerugian Negara sebesar Rp. 618.000.500,00 (enam ratus

delapan belas juta lima ratus rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut ;------

a. Realisasi pencairan Kegiatan Belanja Surat
Kabar Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun
2009 s.d. 2013 :
- Tahun Anggaran 2009 Rp338.520.000,00
- Tahun Anggaran 2010 Rp326.140.000,00
- Tahun Anggaran 2011 Rp266.950.000,00
- Tahun Anggaran 2012 Rp290.860.500,00
- Tahun Anggaran 2013 Rp232.910.000,00 +
Jumlah realisasi pencairan dana Rp1.455.380.500,0
0
b. Realisasi pembayaran Kegiatan Belanja Surat
Kabar Sekretariat DPRD Kota Dumai kepada
Agen/Biro Surat Kabar Tahun 2009 s.d. 2013
- Tahun Anggaran 2009 Rp218.773.000,00
- Tahun Anggaran 2010 Rp182.728.000,00
- Tahun Anggaran 2011 Rp144.395.500,00
- Tahun Anggaran 2012 Rp162.801.500,00
- Tahun Anggaran 2013 Rp128.682.000,00 +
Jumlah realisasi pembayaran Rp837.380.000,00

c.  Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b) :

- Tahun Anggaran 2009 Rp119.747.000,00
- Tahun Anggaran 2010 Rp143.412.000,00
- Tahun Anggaran 2011 Rp122.554.500,00
- Tahun Anggaran 2012 Rp128.059.000,00
- Tahun Anggaran 2013 Rp104.228.000,00+

Jumlah Ker AN Kelidngan Kégavd™ “Rig618/000°560,00°"
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Perbuatan Terdakwa ISKANDAR BAHARUDDIN Bin BAHARUDDIN
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1)

huruf b Undang —Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah
dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP
Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor

Reg. Perkara : PDS-04/Dumai/11/2014 yang dibacakan tanggal 26 Februari

2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR BAHARUDDIN Bin
BAHARUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara
bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo Pasal
18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah
dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55
ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair Jaksa
Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISKANDAR BAHARUDDIN
Bin BAHARUDDIN,

berupa:

¢ Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi

selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa agar
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tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta

rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
¢ Membayar uang pengganti sebesar Rp.309.000.250,- (tiga ratus
sembilan juta dua ratus lima puluh rupiah), jika terpidana tidak
membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan
sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka
harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang
pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda
yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka
dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara;------

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
07587/SP2D/GU/2009 Tangggal 11 Desember 2009;
2) 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
01729/SP2D/GU/2009 Tangggal 14 Mei 2009;
3) 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
02578/SP2D/GU/2009 Tangggal 12 Juni 2009;
4) 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
03077/SP2D/GU/2009 Tangggal 2 Juli 2009;
5) 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
04839/SP2D/GU/2009 Tangggal 9 September 2009;
6) 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
04985/SP2D/GU/2009 Tangggal 14 September 2009;
7) 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
07251/SP2D/GU/2009 Tangggal 7 Desember 2009;
8) 1 (Satu) Examplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor :
00459/SP2D/GU/2012 Tanggal 9 April 2012;
9) 1 (Satu) Examplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor :
03521/SP2D/GU/2012 Tanggal 30 Juli 2012;
10) 1 (Satu) Examplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor
05478/SP2D/GU/2012 Tanggal 1 Oktober 2012;
11) 1 (Satu) Examplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor :
06786/SP2D/GU/2012 Tanggal 20 November 2012;
12) 1 (Satu) Examplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor :
07862/SP2D/GU/2012 Tanggal 5 Desember 2012;
13) 1 (Satu) Examplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor :
08786/SP2D/GU/2012 Tanggal 18 Desember 2012;
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14) 1 (Satu) Examplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor :
01337/SP2D/GU/2011 Tanggal 7 Juni 2011;
15) 1 (Satu) Examplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor :
02045/SP2D/GU/2011 Tanggal 7 Juli 2011;
16) 1 (Satu) Examplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor :
02874/SP2D/GU/2011 Tanggal 5 Agustus 2011;
17) 1 (Satu) Examplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor :
05660/SP2D/GU/2011 Tanggal 8 Desember 2011;
18) 1 (Satu) Examplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor :
06546/SP2D/GU/2011 Tanggal 21 Desember 2011;
19) 1 (Satu) Examplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor :
03749/SP2D/GU/2010 Tanggal 2 September 2010;
20) 1 (Satu) Examplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor :
04069/SP2D/GU/2010 Tanggal 6 September 2010;
21) 1 (Satu) Examplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor :
05213/SP2D/GU/2010 Tanggal 16 November 2010;
22) 1 (Satu) Examplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor :
06620/SP2D/GU/2010 Tanggal 20 Desember 2010;
23) 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
01663/SP2D/GU/2013 Tangggal 26 Agustus 2013;
24) 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
01851/SP2D/GU/2013 Tangggal 11 September 2013;
25) 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
02659/SP2D/GU/2013 Tanggal 18 November 2013;
26) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) tagihan KORAN RIAU tahun 2009,
berikut 4 (Empat) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Koran Riau
tahun 2009;
27) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) tagihan Harian pagi METRO RIAU
tahun 2009, berikut 4 (Empat) Lembar Kwitansi pembayaran

langganan Harian pagi Metro Riau tahun 2009;

28) 4 (Empat) lembar (2 asli, 2 copy) tagihan Harian pagi Pekan Baru Pos
tahun 2009, berikut 4 (Empat) Lembar Kwitansi pembayaran
langganan Harian pagi Pekanbaru Pos tahun 2009;

29) 3 (tiga) lembar tagihan (3 asli) Harian Media Riau tahun 2009, berikut

3 (tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Harian Media Riau
tahun 2009;
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30) 4 (Empat) lembar tagihan (3 asli, 1 copy) Harian Pagi Dumai Pos
tahun 2009, berikut 4 (Empat) Lembar Kwitansi pembayaran

langganan Harian Pagi Dumai Pos tahun 2009;
31) 4 (Empat) lembar tagihan Harian Pagi Dumai Pos INVOICE tahun
2009, berikut 4 (Empat) Lembar Kwitansi pembayaran biaya Pariwara

sosialisasi Kegiatan DPRD Kota Dumai “ Rakyat bertanya DPRD

Dumai menjawab” tahun 2009;
32) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) tagihan Surat kabar berita sore
tahun 2009, berikut 4 (Empat) Lembar Kwitansi pembayaran

langganan Surat kabar berita sore tahun 2009;
33) 4 (Empat) lembar (2 asli, 2 copy) tagihan Harian umum Riau Mandiri
tahun 2009, berikut 4 (Empat) Lembar (3 asli, 1 copy) Kwitansi
pembayaran langganan Harian umum Riau Mandiri tahun 2009;---------
34) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) tagihan surat kabar Riau Pos tahun
2009, berikut 4 (Empat) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar Riau Pos tahun 2009;

35) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) tagihan media umum Riau Pesisir

tahun 2009, berikut 4 (Empat) Lembar Kwitansi pembayaran

langganan media umum Riau Pesisir tahun 2009;
36) 4 (Empat) lembar tagihan (2 asli, 2 copy) harian Pagi Pekan Baru MX
tahun 2009, berikut 4 (Empat) Lembar Kwitansi pembayaran

langganan harian Pagi Pekan Baru MX tahun 2009;
37) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) tagihan harian Umum Rakyat Riau
tahun 2009, berikut 4 (Empat) Lembar Kwitansi pembayaran

langganan harian Umum Rakyat Riau tahun 2009;
38) 4 (Empat) lembar Tagihan (3 asli, 1 copy) Harian Metro Indonesia
tahun 2009, berikut 4 (Empat) lembar Kwitansi pembayaran harian

metro indonesia tahun 2009;

39) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) Tagihan Surat Kabar umum Sketsa
Publik tahun 2009, berikut 4 (Empat) lembar Kwitansi pembayaran
Surat Kabar umum Sketsa Publik tahun 2009;

40) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) Tagihan Koran AKTUAL tahun 2009,
berikut 4 (Empat) lembar Kwitansi pembayaran tagihan Koran AKTUAL
tahun 2009;

41) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) Tagihan Surat Kabar Independen
INTERMEZO tahun 2009, berikut 4 (Empat) lembar Kwitansi

pembayaran tabloid mingguan intermezo tahun 2009;
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42) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) Tagihan Surat kabar SENIOR tahun
2009, berikut 4 (Empat) lembar Kwitansi pembayaran surat kabar
SENIOR INDONESIA REFORMASI tahun 2009;

43) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) Tagihan Tabloid Mingguan MORAL
tahun 2009, berikut 4 (Empat) lembar Kwitansi pembayaran Tabloid
Mingguan MORAL tahun 2009;

44) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) Tagihan Tabloid Mingguan koran KP

tahun 2009, berikut 4 (Empat) lembar Kwitansi pembayaran Tabloid
Mingguan Koran KP tahun 2009;

45) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) Tagihan surat kabar Barisan Baru
tahun 2009, berikut 4 (Empat) lembar Kwitansi pembayaran surat
kabar Barisan Baru tahun 2009;

46) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) Tagihan koran Panji DEMOKRASI
tahun 2009, berikut 4 (Empat) lembar Kwitansi pembayaran skm Panji
Demokrasi tahun 2009;

47) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) koran Seputar Nusantara tahun
2009, berikut 4 (Empat) lembar Kwitansi pembayaran koran Seputar
Nusantara tahun 2009;

48) 3 (tiga) lembar (2 asli, 1 copy) koran berita TIPIKOR tahun 2009,
berikut 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran koran berita TIPIKOR
tahun 2009;

49) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) tagihan Surat kabar umum Info

Nusantara tahun 2009, berikut 4 (Empat) lembar Kwitansi
pembayaran Surat kabar umum Info Nusantara tahun 2009;--------------
50) 3 (tiga) lembar (2 asli, 1 copy) tagihan Kepri Nusantara tahun 2009,
berikut 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran Surat kabar Kepri

Nusantara tahun 2009;

51) 3 (tiga) lembar (2 asli, 1 copy) tagihan Surat kabar Jaya Pos News
tahun 2009, berikut 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran Surat kabar

Jaya Pos News tahun 2009;
52) 3 (tiga) lembar tagihan Koran Suara Rakyat Indonesia tahun 2009,

berikut 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran Koran Suara Rakyat

Indonesia tahun 2009;
53) 1 (Satu) lembar copy tagihan Surat kabar umum Media Nusantara
tahun 2009, berikut 1 (Satu) Lembar Kwitansi pembayaran langganan

Surat kabar umum Media Nusantara tahun 2009;
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54) 2 (Dua) Lembar copy Tagihan Koran Radar tahun 2009, berikut 2
(Dua) Lembar Kwitansi pembayaran baiaya langganan Koran RADAR
tahun 2009;

55) 4 (Empat) Lembar (3 asli, 1 copy) tagihan Koran KPK POS tahun
2009, berikut 4 (Empat) lembar Kwitansi pembayaran Koran KPK POS
tahun 2009;

56) 4 (Empat) Lembar (2 asli, 2 copy) tagihan Tabloid berita AZAM tahun
2009, berikut 4 (Empat) lembar Kwitansi pembayaran Tabloid berita
AZAM tahun 2009;

57) 3 (Tiga) lembar (2 asli, 1 copy) tagihan Tabloid HORAS PLUS tahun
2009, berikut 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar HORAS PLUS tahun 2009;

58) 3 (tiga) lembar (2 asli, 1 copy) tagihan koran BUSER METRO RIAU
tahun 2009, berikut 3 (tiga) Kwitansi pembayaran langganan koran
BUSER METRO RIAU tahun 2009;

59) 4 (Empat) lembar tagihan koran Surat Kabar Independen PRESTASI
REFORMASI tahun 2009, berikut 4 (Empat) lembar Kwitansi
pembayaran langganan koran Surat Kabar Independen PRESTASI
REFORMASI tahun 2009;

60) 8 (Delapan) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat kabar
mingguan GENTA tahun 2009;

61) 7 (Tujuh) Lembar Kwitansi langganan Tabloid Mingguan MERDEKA
tahun 2009;

62) 4 ( Empat) Lembar tagihan surat kabar Riau Mandiri tahun 2010,

berikut 4 ( Empat) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat
kabar Riau Mandiri tahun 2010;
63) 4 ( Empat) Lembar tagihan surat kabar METRO RIAU tahun 2010,
berikut 4 ( Empat) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat
kabar METRO RIAU tahun 2010;
64) 4 ( Empat) Lembar tagihan surat kabar Koran Riau tahun 2010,

berikut 4 ( Empat) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat
kabar Koran Riau tahun 2010;
65) 4 ( Empat) Lembar tagihan surat kabar Rakyat Riau tahun 2010,

berikut 4 ( Empat) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat
kabar Rakyat Riau tahun 2010;
66) 4 ( Empat) Lembar tagihan surat kabar Pekanbaru Pos tahun 2010,

berikut 4 ( Empat) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat
kabar Pekanbaru Pos tahun 2010;
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67) 4 ( Empat) Lembar tagihan surat kabar Riau Pesisir tahun 2010,
berikut 4 ( Empat) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat
kabar Riau Pesisir tahun 2010;

68) 4 ( Empat) Lembar tagihan Dumai Agency surat kabar Riau Pos tahun
2010, berikut 4 ( Empat) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
Surat kabar Riau Pos Tahun 2010;

69) 4 ( Empat) Lembar tagihan surat kabar Dumai Pos tahun 2010, berikut

4 ( Empat) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat kabar
Dumai Pos tahun 2010;
70) 4 ( Empat) Lembar tagihan surat kabar Media Riau tahun 2010, berikut

4 ( Empat) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat kabar
Media Riau tahun 2010;
71) 4 ( Empat) Lembar tagihan surat kabar Harian VOKAL tahun 2010,
berikut 4 ( Empat) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat
kabar harian VOKAL tahun 2010;
72) 3 ( tiga) Lembar tagihan surat kabar Mingguan AZAM tahun 2010,
berikut 3 ( tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
Mingguan AZAM tahun 2010;
73) 2 (Dua) Lembar tagihan surat kabar Mingguan MIMBAR PESISIR
tahun 2010, berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
surat kabar Mingguan MIMBAR PESISIR tahun 2010;
74) 1 (Satu) Lembar tagihan surat kabar Mingguan INTERMEZO tahun
2010, berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar Mingguan INTERMEZO tahun 2010;
75) 2 (Dua)Lembar tagihan surat kabar Mingguan DEMOKRASI tahun
2010, berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar Mingguan DEMOKRASI tahun 2010;
76) 2 (Dua)Lembar tagihan surat kabar Mingguan SENIOR tahun 2010,
berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
Mingguan SENIOR tahun 2010;
77) 2 (Dua)Lembar tagihan surat kabar Mingguan MORAL tahun 2010,
berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
Mingguan MORALtahun 2010;
78) 2 (Dua) Lembar tagihan surat kabar Mingguan KRIMINALITAS tahun
2010, berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar Mingguan KRIMINALITAS tahun 2010;
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79) 2 (Dua)Lembar tagihan surat kabar Mingguan BARISAN BARU tahun
2010, berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar Mingguan BARISAN BARU tahun 2010;

80) 2 (Dua)Lembar tagihan surat kabar Mingguan METRO INDONESIA
tahun 2010, berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
surat kabar Mingguan METRO INDONESIA tahun 2010;---------=---------

81) 2 (Dua)Lembar tagihan surat kabar Mingguan SKETSA tahun 2010,
berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
Mingguan SKETSA tahun 2010;

82) 1 (Satu) Lembar tagihan surat kabar Mingguan AKTUAL tahun 2010,
berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
Mingguan AKTUAL tahun 2010;

83) 1 (Satu) Lembar tagihan surat kabar Mingguan RADAR tahun 2010,
berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
Mingguan RADAR tahun 2010;

84) 2 (Dua)Lembar tagihan surat kabar Mingguan HORAS PLUS tahun
2010, berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar Mingguan HORAS PLUS tahun 2010;

85) 2 (Dua) Lembar tagihan surat kabar Mingguan PRESTASI tahun 2010,
berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
Mingguan PRESTASI tahun 2010;

86) 2 (Dua) Lembar tagihan surat kabar Mingguan TIPIKOR tahun 2010,
berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
Mingguan TIPIKOR tahun 2010;

87) 2 (Dua)Lembar tagihan surat kabar Mingguan KPK POS tahun 2010,
berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
Mingguan KPK POS tahun 2010;

88) 2 (Dua)Lembar tagihan surat kabar Mingguan Seputar Nusantara

tahun 2010, berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan

surat kabar Mingguan Seputar Nusantara tahun 2010;
89) 2 (Dua)Lembar tagihan surat kabar Mingguan Suara Hati Rakyat tahun

2010, berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat

kabar Mingguan Suara Hati Rakyattahun 2010;
90) 2 (Dua) Lembar tagihan surat kabar Mingguan Info Nusantara tahun
2010, berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat

kabar Mingguan Info Nusantara tahun 2010;
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91) 2 (Dua) Lembar tagihan surat kabar Mingguan JAYA POS tahun 2010,
berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
Mingguan JAYA POS tahun 2010;

92) 2 (Dua) Lembar tagihan surat kabar Mingguan Media Nusantara tahun

2010, berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat

kabar Mingguan Media Nusantara tahun 2010;
93) 2 (Dua) Lembar tagihan surat kabar Mingguan Kepri Nusantara tahun

2010, berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat

kabar Mingguan Kepri Nusantara tahun 2010;
94) 7( Tujuh) Lembar tagihan harian pagi Dumai Pos tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat kabar Harian
Dumai Pos tahun 2011;
95) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar Riau Pos tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan harian surat kabar
Riau Pos tahun 2011;
96) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar HALUAN RIAU tahun 2011,
berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat kabar
HALUAN RIAU tahun 2011;
97) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar METRO RIAU tahun 2011,
berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat kabar
METRO RIAU tahun 2011;
98) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar VOKAL tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat kabar
VOKAL tahun
2011;
99) 6 ( Enam) Lembar tagihan surat kabar Pekanbaru Pos tahun 2011,

berikut 6 ( Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat
kabar Pekanbaru Pos tahun 2011,
100) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar Rakyat Riau Tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat kabar
Rakyat Riau tahun 2011,
101) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar Koran Riau tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat kabar
KORAN RIAU tahun 2011;
102) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar Riau Pesisir tahun 2011, berikut

7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat kabar Riau
Pesisir tahun 2011,
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103) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar Media Riau tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat kabar Media
Riau tahun 2011,

104) 7( Tujuh) Lembar (6 asli, 1 copy) tagihan surat kabar Pekanbaru MX

tahun 2011, berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
Surat kabar Pekanbaru MX tahun 2011;
105) 6 ( Enam ) Lembar tagihan surat kabar AZAM tahun 2011, berikut 6
(Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat kabar AZAM
tahun 2011;
106) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar ANDALAS tahun 2011, berikut 7(
Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat kabar Andalas
tahun 2011;
107) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar GENTA tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat kabar GENTA
tahun 2011;
108) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar Metro Indonesia tahun 2011,

berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan kabar Metro
Indonesia tahun 2011;
109) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar SKETSA tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
SKETSA tahun
2011;
110) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar AKTUAL tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
AKTUAL tahun
2011;
111) 6( enam) Lembar tagihan surat kabar INTERMEZO tahun 2011,
berikut 6 ( enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
INTERMEZO tahun 2011;
112) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar SUARA MASA tahun 2011,
berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
SUARA MASA tahun 2011;
113) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar SENIOR tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
SENIOR tahun
2011;
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114) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar MORAL tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar MORAL
tahun 2011;

115) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar Kriminal dan Pencegahan tahun

2011, berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat

kabar Kriminal dan Pencegahan tahun 2011;
116) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar Barisan Baru tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar Barisan
Baru tahun 2011;
117) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar Panji DEMOKRASI tahun 2011,
berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
Panji DEMOKRASI tahun 2011;
118) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar Seputar Nusantara tahun 2011,

berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar

Seputar Nusantara tahun 2011;
119) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar TIPIKOR tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
TIPIKOR tahun
2011;
120) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar INFO NUSANTARA tahun 2011,
berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
INFO NUSANTARA tahun 2011;
121) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar KEPRI NUSANTARA tahun
2011, berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar KEPRI NUSANTARA tahun 2011;
122) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar JAYA POS tahun 2011, berikut 7(
Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar JAYA POS
tahun 2011;
123) 7 (Tujuh) Lembar tagihan surat kabar SUARA HATI RAKYAT tahun
2011, berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar SUARA HATI RAKYAT tahun 2011;
124) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar MEDIA NUSANTARA tahun
2011, berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar MEDIA NUSANTARA tahun 2011;
125) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar RADAR tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar RADAR
tahun 2011;
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126) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar KPK POS tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar KPK
POS tahun
2011;

127) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar RIAU SATU tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar RIAU
SATAU tahun 2011;

128) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar MONITOR NEWS tahun 2011,
berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
MONITOR NEWS tahun 2011;

129) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar FORUM INDONESIA BARU
tahun 2011, berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
surat kabar FORUM INDONESIA BARU tahun 2011;--------

130) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar WARTA SUMATRA tahun 2011,
berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
SUMATRA tahun 2011;

131) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar RIAU WICARA tahun 2011,
berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
RIAU WICARA tahun 2011;

132) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar BIDIK tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar BIDIK
tahun 2011;

133) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar OPTIMIS tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
OPTIMIS tahun
2011;

134) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar SUARA MANDIRI tahun 2011,
berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
SUARA MANDIRI tahun 2011;

135) 6(Enam) Lembar tagihan surat kabar MIMBAR PESISIR tahun 2011,
berikut 6( Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
MIMBAR PESISIR tahun 2011;

136) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar AMANAT RAKYAT tahun 2011,
berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
AMANAT RAKYAT tahun 2011;

137) 5( Lima) Lembar tagihan surat kabar LINTAS RIAU tahun 2011, berikut
5( Lima) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar LINTAS
RIAU tahun 2011;
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138) 5 ( Lima) Lembar tagihan surat kabar MAJALAH LAIN tahun 2011,
berikut 5 ( Lima) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
Majalah Lain tahun 2011,

139) 5 (Lima) Lembar tagihan surat kabar GATRA tahun 2011, berikut 5
( Lima ) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar GATRA
tahun 2011;

140) 3( Tiga) Lembar tagihan surat kabar MAJALAH FORUM tahun 2011,
berikut 5 ( Lima) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
MAJALAH FORUM tahun 2011;

141) 5 ( Lima) Lembar tagihan surat kabar MAJALAH KARTINI tahun 2011,
berikut 5 ( Lima) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
MAJALAH KARTINI tahun 2011;

142) 6 (Enam) Lembar tagihan surat kabar harian RIAU PESISIR tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar harian RIAU PESISIR tahun 2012;

143) 6 (Enam) Lembar tagihan surat kabar harian DUMAI POS tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
harian DUMAI POS tahun 2012;

144) 6 (Enam) Lembar tagihan surat kabar harian PEKANBARU POS tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar harian PEKANBARU POS tahun 2012;-----------

145) 6 (Enam) Lembar tagihan surat kabar harian RIAU POS tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
harian RIAU POS tahun 2012;

146) 5 (Lima) Lembar tagihan surat kabar harian MEDIA RIAU tahun 2012,
berikut 5 (Lima) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
harian MEDIA RIAU tahun 2012;

147) 6 (Enam) Lembar tagihan surat kabar harian RAKYAT RIAU tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar harian RAKYAT RIAU tahun 2012;

148) 6 (Enam) Lembar tagihan surat kabar harian VOKAL tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
harian VOKAL tahun 2012;

149) 6 (Enam) Lembar tagihan surat kabar harian DETIL tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
harian DETIL tahun 2012;
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150) 6 (Enam) Lembar tagihan surat kabar harian HALUAN RIAU tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar harian HALUAN RIAU tahun 2012;

151) 6 (Enam) Lembar tagihan surat kabar harian PEKAN BARU MX tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar harian PEKANBARU MX tahun 2012;

152) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan AZAM tahun 2012, berikut
6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid Mingguan
AZAM tahun 2012;

153) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan ANDALAS tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid
Mingguan ANDALAS tahun 2012;

154) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan GENTA tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid
Mingguan GENTA tahun 2012;

155) 5 (Lima) Lembar tagihan tabloid Mingguan METRO INDONESIA tahun
2012, berikut 5(Lima) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid
Mingguan METRO INDONESIA tahun 2012;

156) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan SKETSA DUMAI tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan SKETSA DUMAI tahun 2012;

157) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan AKTUAL tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid
Mingguan AKTUAL tahun 2012;

158) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan SUARAMASA tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid
Mingguan SUARA MASA tahun 2012;

159) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan INTERMEZO tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid
Mingguan INTERMEZO tahun 2012;

160) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan SENIOR tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid
Mingguan SENIOR tahun 2012;

161) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan MORAL tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid
Mingguan MORAL tahun 2012;

162) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan KRIMINAL &
PENCEGAHAN tahun 2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi
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pembayaran langganan tabloid Mingguan  KRIMINAL &
PENCEGAHAN tahun 2012;

163) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan BARISAN BARU tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan BARISAN BARU tahun 2012;

164) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan PANJI DEMOKRASI tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan PANJI DEMOKRASI tahun 2012;-----------

165) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan SEPUTAR NUSANTARA
tahun 2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan SEPUTAR NUSANTARA tahun 2012;-----

166) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan TIPIKOR tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid
Mingguan TIPIKOR tahun 2012;

167) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan INFO NUSANTARA tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar harian tabloid Mingguan INFO NUSANTARA tahun 2012;---------

168) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan KEPRI NUSANTARA
tahun 2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan KEPRI NUSANTARA tahun 2012;----------

169) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan JAYA POS tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid
Mingguan JAYA POS tahun 2012;

170) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan SUARA HATI RAKYAT
tahun 2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan SUARA HATI RAKYAT tahun 2012;-------

171) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan MEDIA NUSANTARA
tahun 2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan MEDIA NUSANTARA tahun 2012;--------

172) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan RADAR tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid
Mingguan RADAR tahun 2012;

173) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan KPK tahun 2012, berikut 6
(Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid Mingguan
surat Kabar KPK tahun 2012;

174) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan RIAU SATU tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid
Mingguan RIAU SATU tahun 2012;
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175) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan MONITOR NEWS tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan MONITOR NEWS tahun 2012;

176) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan FORUM INDONESIA
tahun 2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan FORUM INDONESIA tahun 2012;---------

177) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan WARTA SUMATRA tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan WARTA SUMATRA tahun 2012;

178) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan RIAU WICARA tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan RIAU WICARA tahun 2012;

179) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan BIDIK tahun 2012, berikut
6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid Mingguan
BIDIK tahun 2012;

180) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan OPTIMIS tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid
Mingguan OPTIMIS tahun 2012;

181) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan SUARA MANDIRI tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan SUARA MANDIRI tahun 2012;

182) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan MIMBAR PESISIR tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan MIMBAR PESISIR tahun 2012;

183) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan AMANAT RAKYAT tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan AMANAT RAKYAT tahun 2012;

184) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan LINTAS RIAU tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid
Mingguan LINTAS RIAU tahun 2012;

185) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan MAJALAH GATRA tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan MAJALAH GATRA tahun 2012;

186) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan MAJALAH FORUM tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan MAJALAH FORUM tahun 2012;
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187) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan MAJALAH KARTINI tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan MAJALAH KARTINI tahun 2012;

188) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar Dumai Pos tahun 2013, berikut 3

(Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar Dumai
Pos tahun 2013;
189) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar Pekanbaru Pos tahun 2013,

berikut 3 (Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
Pekanbaru Pos tahun 2013;
190) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar RIAU POS tahun 2013, berikut 3
(Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar RIAU
POS tahun 2013;
191) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar MEDIA RIAU tahun 2013, berikut
3 (Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar MEDIA
RIAUtahun 2013;
192) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar KORAN RIAU tahun 2013, berikut
3 (Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar KORAN
RIAU tahun 2013;
193) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar RIAU PESISIR tahun 2013,
berikut 3 (Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
RIAU PESISIR tahun 2013;
194) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar Rakyat Riau tahun 2013, berikut 3
(Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar Rakyat
Riau tahun 2013;
195) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar harian VOKAL tahun 2013, berikut
3 (Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar harian
VOKAL tahun 2013;
196) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar HALUAN RIAU tahun 2013,
berikut 3 (Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
HALUAN RIAU tahun 2013;
197) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar METRO RIAU tahun 2013, berikut
3 (Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar METRO
RIAU tahun 2013;
198) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar Pekanbaru MX tahun 2013,
berikut 3 (Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
Pekanbaru MX tahun 2013;
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199) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar harian DETIL tahun 2013, berikut
3 (Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar harian
DETIL tahun 2013;

200) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar Berita Terkini tahun 2013, berikut
3 (Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar Berita
Terkini tahun 2013;

201) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar Posmetro Mandau tahun 2013,

berikut 3 (Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar

Posmetro Mandau tahun 2013;

202) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar Pesisir Pos tahun 2013, berikut 3
(Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
Pesisir Pos tahun 2013;

203) 2 (Dua) Lembar tagihan surat kabar mingguan RIAU JAYA tahun 2013,
berikut 2 (Dua) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar surat kabar mingguan RIAU JAYA tahun 2013;-

204) 2 (Dua) Lembar tagihan surat kabar mingguan EXPOSE tahun 2013,
berikut 2 (Dua) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar surat kabar mingguan EXPOSE tahun 2013;

205) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan METRO INDONESIA
tahun 2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran

langganan surat kabar surat kabar mingguan METRO INDONESIA
tahun 2013;

206) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan SKETSA tahun 2013,
berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar surat kabar mingguan SKETSA tahun 2013;

207) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan AKTUAL tahun 2013,
berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar surat kabar mingguan AKTUAL tahun 2013;-------------------

208) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan SUARAMASA tahun
2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran

langganan surat kabar surat kabar mingguan SUARAMASA tahun
2013;
209) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan INTERMEZO tahun
2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran

langganan surat kabar surat kabar mingguan INTERMEZO tahun
2013;
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210) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan SENIOR tahun 2013,
berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar surat kabar mingguan SENIOR tahun 2013;

211) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan MORAL tahun 2013,

berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat

kabar surat kabar mingguan MORAL tahun 2013;
212) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan KORAN KP tahun
2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran
langganan surat kabar surat kabar mingguan KORAN KP tahun 2013;-
213) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan BARISAN BARU tahun
2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran
langganan surat kabar surat kabar mingguan BARISAN BARU tahun
2013;
214) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan SKM PANJI
DEMOKRASI tahun 2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi
pembayaran langganan surat kabar surat kabar mingguan SKM PANJI
DEMOKRASI tahun 2013;
215) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan SEPUTAR
NUSANTARA tahun 2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi
pembayaran langganan surat kabar surat kabar mingguan SEPUTAR
NUSANTARA tahun 2013;
216) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan TIPIKOR tahun 2013,
berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar surat kabar mingguan TIPIKOR tahun 2013;-------------------
217) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan INFO NUSANTARA

tahun 2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran

langganan surat kabar surat kabar mingguan INFO NUSANTARA
tahun 2013;
218) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan KEPRI NUSANTARA
tahun 2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran

langganan surat kabar surat kabar mingguan KEPRI NUSANTARA
tahun 2013;
219) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan NEWS METRO tahun
2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran

langganan surat kabar surat kabar mingguan NEWS METRO tahun
2013;
220) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan SUARA RAKYAT tahun
2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran
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langganan surat kabar surat kabar mingguan SUARA RAKYAT tahun
2013;
221) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan MEDIA NUSANTARA

tahun 2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran

langganan surat kabar surat kabar mingguan MEDIA NUSANTARA
tahun 2013;
222) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan RADAR tahun 2013,
berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar surat kabar mingguan RADAR tahun 2013;
223) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan KPK POS tahun 2013,
berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar surat kabar mingguan KPK POS tahun 2013;
224) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan RIAU SATU tahun

2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran
langganan surat kabar surat kabar mingguan RIAU SATU tahun 2013;-
225) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan MEDIA NASIONAL
tahun 2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran
langganan surat kabar surat kabar mingguan MEDIA NASIONAL
tahun 2013;
226) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan FORUM INDONESIA
tahun 2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran

langganan surat kabar surat kabar mingguan FORUM INDONESIA
tahun 2013;
227) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan WARTA SUMATRA

tahun 2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran

langganan surat kabar surat kabar mingguan WARTA SUMATRA
tahun 2013;
228) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan RIAU WICARA tahun
2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran

langganan surat kabar surat kabar mingguan RIAU WICARA tahun
2013;
229) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan BIDIK tahun 2013,

berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat

kabar surat kabar mingguan BIDIK tahun 2013;
230) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan OPTIMIS tahun 2013,

berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat

kabar surat kabar mingguan OPTIMIS tahun 2013;-------------------
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231) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan SUARA MANDIRI
tahun 2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran
langganan surat kabar surat kabar mingguan SUARA MANDIRI tahun
2013;

232) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan Mimbar Pesisir tahun

2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran
langganan surat kabar surat kabar mingguan MIMBAR PESISIR tahun
2013;
233) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan AMANAT RAKYAT
tahun 2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran

langganan surat kabar surat kabar mingguan AMANAT RAKYAT tahun
2013;
234) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan LINTAS RIAU tahun
2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran

langganan surat kabar surat kabar mingguan Lintas Riau tahun 2013;-
235) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan MAJALAH GATRA
tahun 2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran
langganan surat kabar surat kabar mingguan MAJALAH GATRA tahun
2013;
236) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan MAJALAH FORUM
tahun 2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran

langganan surat kabar surat kabar mingguan MAJALAH FORUM
tahun 2013;
237) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan MAJALAH KARTINI

tahun 2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran

langganan surat kabar surat kabar mingguan MAJALAH KARTINI
tahun 2013;
238) Buku catatan koran / surat kabar DPRD;
239) 3 (tiga) lembar daftar tanda terima surat kabar harian bulan januari
2009 yaitu tanggal 28,29, dan 30 Januari 2009;
240) 20 (dua puluh) lembar daftar tanda terima surat kabar harian bulan
februari 2009 yaitu tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18,
19, 20, 23, 24, 25, 26, dan 27 februari 2009;
241) 20 (dua puluh) lembar daftar tanda terima surat kabar harian bulan
Maret 2009 yaitu tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19,
20, 23, 24, 25, 27, 30 dan 31 Maret 2009;
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242) 19 (sembilan belas) lembar daftar tanda terima surat kabar harian
bulan April 2009 yaitu tanggal 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22,
23, 24, 27, 28, 29 dan 30 April 2009;
243) 21 (dua puluh satu) lembar daftar tanda terima surat kabar harian
bulan Mei 2009 yaitu tanggal 1, 4,5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, dan 29 Mei 2009;
244) 22 (dua puluh dua) lembar daftar tanda terima surat kabar harian bulan
Juni 2009 yaitu tanggal 1, 2, 3, 4,5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18,
19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, dan 30 Juni 2009;
245) 18 (delapan belas) lembar daftar tanda terima surat kabar harian bulan
Juli 2009 yaitu tanggal 1, 2, 3, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27,
28, 29, 30 dan 31 Juli 2009;
246) 5 (lima) lembar daftar tanda terima surat kabar harian bulan Agustus
2009 yaitu tanggal 3, 4, 5, 6 dan 7 Agustus 2009;

247) 1 (satu) buah buku ekspedisi bercetak merk standar yang berisikan

tanda terima koran harian / mingguan, mulai tanggal 5 September
2013 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2013;
248) 236 (dua ratus tiga puluh enam) lembar tindasan warna kuning tanda

terima surat kabar harian untuk bulan oktober 2013;
249) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 238a /X/ 2013/
Reskrim, Tgl 29 Oktober 2013:
250) 4 (Empat) lembar tagihan harian TRIBUN PEKANBARU tahun 2009,
berikut 4 (Empat) Lembar Kwitansi pembayaran langganan harian
TRIBUN PEKANBARU tahun 2009;
251) 1 (satu) lembar tagihan harian METRO RIAU tahun 2009, berikut 1
(satu) Lembar Kwitansi pembayaran langganan harian METRO RIAU
tahun 2009;
252) 1 (satu) lembar tagihan harian MEDIA NUSANTARA tahun 2009,
berikut 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran langganan harian
MEDIA NUSANTARA tahun 2009;
253) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran langganan Mingguan MERDEKA
tahun 2009;
254) 3 (tiga) lembar tagihan harian TRIBUN PEKANBARU tahun 2010,
berikut 3 (Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan harian
TRIBUN PEKANBARU tahun 2010;
255) 3 (tiga) lembar tagihan koran BUSER METRO tahun 2010, berikut 3
(Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan koran BUSER METRO
tahun 2010;
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256) 1 (satu) lembar tagihan surat kabar BERITA SORE tahun 2010, berikut
1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar BERITA
SORE tahun 2010;

257) 1 (satu) lembar tagihan Surat Kabar INTERMEZO tahun 2010;----------

258) 1 (satu) lembar tagihan Surat Kabar AKTUAL tahun 2010;----------------

259) 1 (satu) lembar tagihan Surat Kabar RADAR tahun 2010;--------=----=---

260) 7 (tujuh) lembar tagihan harian TRIBUN PEKANBARU tahun 2011,
berikut 7 (tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan harian
TRIBUN PEKANBARU tahun 2011;

261) 2 (dua) lembar tagihan Majalah FORUM tahun 2011;

262) 6 (enam) lembar tagihan harian TRIBUN PEKANBARU tahun 2012,
berikut 6 (enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan harian
TRIBUN PEKANBARU tahun 2012;

263) 6 (enam) lembar tagihan harian METRO RIAU tahun 2012, berikut 6
(enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan harian METRO RIAU
tahun 2012;

264) 3 (tiga) lembar tagihan harian TRIBUN PEKANBARU tahun 2013,
berikut 3 (Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan harian
TRIBUN PEKANBARU tahun 2013;

265) 3 (tiga) lembar tagihan mingguan AZAM tahun 2013, berikut 3 (Tiga)
Lembar Kwitansi pembayaran langganan mingguan AZAM tahun
2013;

266) 1 (satu) lembar tagihan Mingguan RIAU JAYA tahun 2013, berikut 1
(satu) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Mingguan RIAU JAYA
tahun 2013;

267) 3 (tiga) buah buku expedisi bercetak warna coklat;

268) 1 (satu) buah buku expedisi warna biru motif batik merk bintang obor;-
269) 2 (dua) lembar copy yang dicap dan ditanda tangan oleh ka biro Tablid
Moral sdra MURYANTO;
270) 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA SKPD) DPRD tahun 2009;
271) 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA SKPD) DPRD tahun 2010;
272) 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA SKPD) DPRD tahun 2011,
273) 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA SKPD) DPRD tahun 2012;
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274) 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA SKPD) DPRD tahun 2013;
275) 1 (satu) unit CPU merk Acer M3970 S/N PTSG501009145029BE9200
warna casing Hitam;
276) 1 (satu) unit CPU merk Acer M3970 S/N PTSG501009143008C79200

warna casing Hitam;

277) 1 (satu) lembar surat Rincian Pemasaran Harian Metro Riau No :
6.1110 /MR /Keu / VI /XII/2013, tanggal 03 Desember 2013 berikut
lampiran Laporan Pemasaran Surat Kabar Harian Metro Riau di Kantor
Sekretariat DPRD Kota Dumai bulan januari 2009 sampai dengan
bulan oktober 2013;

278) 1 (satu) lembar surat Jawaban Permintaan Rincian Pemasaran koran
dari Harian Koran Riau Nomor : 2275/KR-PMS/XII/2013, tanggal 04

Desember 2013 berikut rincian pemasaran surat kabar harian Koran

Riau di Kantor sekretariat DPRD Kota Dumai dari tahun 2009 sampai

dengan tahun 2013;
279) 5 (lima) lembar rincian pemasaran Surat Kabar Umum Media
Nusantara dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 pada
Sekretariat DPRD Kota Dumai;
280) 1 (satu) lembar surat Jawaban Permintaan Rincian Pemasaran koran
Nomor : 033/TM-D/XI1/2013, tanggal 18 Desember 2013 berikut rincian

pemasaran tabloid mingguan Moral di Kantor sekretariat DPRD Kota

Dumai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013;------------------

281) 1 (satu) lembar surat balasan rincian pemasaran surat kabar umum

Riau Wicara tanggal 15 Desember 2013;

282) 1 (satu) rangkap surat rincian pengiriman surat kabar Tribun

Pekanbaru tahun 2011 sampai dengan tahun 2013;
283) 5 (lima) lembar rincian pemasaran harian Dumai Pos di Kantor
sekretariat DPRD Kota Dumai dari tahun 2009 sampai dengan tahun
2013;
284) 1 (satu) sangkap rincian pemasaran Surat Kabar mingguan
SUARAMASA pada sekretariat DPRD Kota Dumai tahun 2009 sampai
dengan 2013;

285) 1 (satu) sangkap rincian pemasaran Surat Kabar harian VOKAL Kota

Dumai tahun 2012 sampai dengan 2013;
286) 5 (lima) lembar rincian pembayaran Surat Kabar Harian Media Riau di
Kantor sekretariat DPRD Kota Dumai dari tahun 2009 sampai dengan
tahun 2013;
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287) 5 (lima) lembar rincian pembayaran koran SKM Panji Demokrasi di
Kantor sekretariat DPRD Kota Dumai dari tahun 2009 sampai dengan
tahun 2013;

288) 1 (satu) lembar surat tagihan pemasaran Koran No : 029/0MS-
RP/2013 tanggal 08 Desember 2013;

289) 1 (satu) rangkap Rincian Pemasaran Koran Pos Metro Mandau Rute
Dumai tahun 2013;

290) 1 (satu) rangkap Rincian Pemasaran Koran Pekanbaru MX Rute
Dumai tahun 2013;

291) 1 (satu) lembar rincian pembayaran surat kabar Berita Terkini tahun
2013;

292) 2 (dua) lembar rincian pembayaran Surat Kabar Harian Detil di Kantor

sekretariat DPRD Kota Dumai dari tahun 2012 sampai dengan tahun
2013;
293) Copy legalisir SK Sekretaris DPRD No : KPTS.02 /SETWAN /2009
tanggal 02 Februari 2009 berikut lampiran;
294) Copy legalisir SK Sekretaris DPRD No : KPTS.07 /SETWAN /2010
tanggal 01 Februari 2010 berikut lampiran;
295) Copy legalisir SK Sekretaris DPRD No : KPTS.06 /SETWAN /2011
tanggal 29 Maret 2011 berikut lampiran;
296) Copy legalisir SK Sekretaris DPRD No : KPTS.03 /SETWAN /2012
tanggal 14 Januari 2012 berikut lampiran;
297) Copy legalisir SK Sekretaris DPRD No : KPTS.04 /SETWAN /2013
tanggal 04 Februari 2013 berikut lampiran;

298) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
penyampaian pengumuman dalam langganan surat kabar, tanggal 26
Februari 2009;

299) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
penyampaian pengumuman dalam langganan surat kabar, tanggal 31
Maret 2010;
300) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
penyampaian pengumuman dalam langganan surat kabar, tanggal
Maret 2011;
301) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
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penyampaian pengumuman dalam langganan surat kabar, tanggal
Maret 2012;
302) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Pengadaan surat kabar harian dan mingguan, tanggal 07 Februari
2013;
303) Copy legalisir Pengumuman tentang penyediaan langganan surat

kabar harian dan mingguan pada sekretariat DPRD tahun 2009;--------
304) Copy legalisir Pengumuman tentang penyediaan langganan surat
kabar harian dan mingguan pada sekretariat DPRD tahun 2010;--------
305) Copy legalisir Pengumuman tentang penyediaan langganan surat
kabar harian dan mingguan pada sekretariat DPRD tahun 2011;--------
306) Copy legalisir Pengumuman tentang penyediaan langganan surat
kabar harian dan mingguan pada sekretariat DPRD tahun 2012;--------
307) Copy legalisir Pengumuman tentang penyediaan langganan surat
kabar harian dan mingguan pada sekretariat DPRD tahun 2013;--------
308) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 28 April
2009;
309) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 13 Mei
2009;
310) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal Juni 2009;-
311) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal Juli 2009;--
312) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal Agustus
2009;
313) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal oktober
2009;
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314) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 27 Juli
2010;

315) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 03 Agustus
2010;
316) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 18 Oktober
2010;
317) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 10
Desember 2010;
318) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 25 April
2011;
319) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 01 Juni
2011;
320) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 12 Juli
2011,
321) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 26 Agustus
2011;
322) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 10 Oktober
2011;
323) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
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Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 09
Desember 2011;
324) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 26 Maret
2012;
325) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 14 Mei
2012;
326) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 06 Agustus
2012;
327) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 02
September 2012;
328) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 12
Nopember 2012;
329) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 01
Desember 2012;
330) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 10 Mei
2013;
331) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 07 Juni
2013;
332) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 26 Juli
2013;
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333) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 20
Desember 2013;

334) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 30
Desember2013;
335) Copy Legalisir RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan perundang-undangan pada SKPD Sekretariat
DPRD Kota Dumai tahun anggaran 2009 s/d 2013p;
336) 1 (satu) lembar Copy Legalisir Petikan Keputusan Walikota Dumai
Nomor : 153 / BAKD / 2008, tanggal 07 Nopember 2008 tentang

Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di lingkungan

Pemerintahan Kota Dumai, berikut lampirannya;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam
perkara atas nama Terdakwa Drs. ASYARI HASAN;---------------=-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000-, (lima

(ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal
19 Maret 2015 Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pbr telah menjatuhkan putusan
yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ISKANDAR BAHARUDIN Bin BAHARUDDIN terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI
SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERKERLANJUTAN sebagaimana

dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Primair;

2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4
(empat) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti

dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menghukum terdakwa ISKANDAR BAHARUDIN Bin BAHARUDDIN untuk
membayar uang pengganti sebesar Rp. 309.000.250,- (tiga ratus sembilan
juta dua ratus lima puluh rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak
membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan
setelah putusan ini memperoleh berkekuatan hukum tetap, maka harta

bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang
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pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa ISKANDAR BAHARUDIN Bin
BAHARUDDIN tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk
membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara

selama 2 (dua) tahun ;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa,

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang-barang bukti berupa :
1) 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
07587/SP2D/GU/2009 Tangggal 11 Desember 2009;
2) 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
01729/SP2D/GU/2009 Tangggal 14 Mei 2009;
3) 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
02578/SP2D/GU/2009 Tangggal 12 Juni 2009;
4) 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
03077/SP2D/GU/2009 Tangggal 2 Juli 2009;
5) 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
04839/SP2D/GU/2009 Tangggal 9 September 2009;
6) 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
04985/SP2D/GU/2009 Tangggal 14 September 2009;
7) 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
07251/SP2D/GU/2009 Tangggal 7 Desember 2009;
8) 1 (Satu) Examplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor :
00459/SP2D/GU/2012 Tanggal 9 April 2012;
9) 1 (Satu) Examplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor :
03521/SP2D/GU/2012 Tanggal 30 Juli 2012;
10) 1 (Satu) Examplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor
05478/SP2D/GU/2012 Tanggal 1 Oktober 2012;
11) 1 (Satu) Examplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor :
06786/SP2D/GU/2012 Tanggal 20 November 2012;
12) 1 (Satu) Examplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor :
07862/SP2D/GU/2012 Tanggal 5 Desember 2012;
13) 1 (Satu) Examplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor :
08786/SP2D/GU/2012 Tanggal 18 Desember 2012;
14) 1 (Satu) Examplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor :
01337/SP2D/GU/2011 Tanggal 7 Juni 2011,
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15) 1 (Satu) Examplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor :
02045/SP2D/GU/2011 Tanggal 7 Juli 2011;
16) 1 (Satu) Examplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor :
02874/SP2D/GU/2011 Tanggal 5 Agustus 2011;
17) 1 (Satu) Examplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor :
05660/SP2D/GU/2011 Tanggal 8 Desember 2011;
18) 1 (Satu) Examplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor :
06546/SP2D/GU/2011 Tanggal 21 Desember 2011;
19) 1 (Satu) Examplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor :
03749/SP2D/GU/2010 Tanggal 2 September 2010;
20) 1 (Satu) Examplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor :
04069/SP2D/GU/2010 Tanggal 6 September 2010;
21) 1 (Satu) Examplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor :
05213/SP2D/GU/2010 Tanggal 16 November 2010;
22) 1 (Satu) Examplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor :
06620/SP2D/GU/2010 Tanggal 20 Desember 2010;
23) 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
01663/SP2D/GU/2013 Tangggal 26 Agustus 2013;
24) 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
01851/SP2D/GU/2013 Tangggal 11 September 2013;
25) 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
02659/SP2D/GU/2013 Tanggal 18 November 2013;
26) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) tagihan KORAN RIAU tahun 2009,
berikut 4 (Empat) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Koran Riau
tahun 2009;
27) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) tagihan Harian pagi METRO RIAU
tahun 2009, berikut 4 (Empat) Lembar Kwitansi pembayaran

langganan Harian pagi Metro Riau tahun 2009;

28) 4 (Empat) lembar (2 asli, 2 copy) tagihan Harian pagi Pekan Baru Pos
tahun 2009, berikut 4 (Empat) Lembar Kwitansi pembayaran
langganan Harian pagi Pekanbaru Pos tahun 2009;

29) 3 (tiga) lembar tagihan (3 asli) Harian Media Riau tahun 2009, berikut
3 (tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Harian Media Riau
tahun 2009;

30) 4 (Empat) lembar tagihan (3 asli, 1 copy) Harian Pagi Dumai Pos

tahun 2009, berikut 4 (Empat) Lembar Kwitansi pembayaran

langganan Harian Pagi Dumai Pos tahun 2009;
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31) 4 (Empat) lembar tagihan Harian Pagi Dumai Pos INVOICE tahun
2009, berikut 4 (Empat) Lembar Kwitansi pembayaran biaya Pariwara

sosialisasi Kegiatan DPRD Kota Dumai “ Rakyat bertanya DPRD

Dumai menjawab” tahun 2009;
32) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) tagihan Surat kabar berita sore
tahun 2009, berikut 4 (Empat) Lembar Kwitansi pembayaran

langganan Surat kabar berita sore tahun 2009;
33) 4 (Empat) lembar (2 asli, 2 copy) tagihan Harian umum Riau Mandiri
tahun 2009, berikut 4 (Empat) Lembar (3 asli, 1 copy) Kwitansi
pembayaran langganan Harian umum Riau Mandiri tahun 2009;---------
34) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) tagihan surat kabar Riau Pos tahun
2009, berikut 4 (Empat) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar Riau Pos tahun 2009;

35) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) tagihan media umum Riau Pesisir

tahun 2009, berikut 4 (Empat) Lembar Kwitansi pembayaran

langganan media umum Riau Pesisir tahun 2009;
36) 4 (Empat) lembar tagihan (2 asli, 2 copy) harian Pagi Pekan Baru MX
tahun 2009, berikut 4 (Empat) Lembar Kwitansi pembayaran

langganan harian Pagi Pekan Baru MX tahun 2009;
37) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) tagihan harian Umum Rakyat Riau
tahun 2009, berikut 4 (Empat) Lembar Kwitansi pembayaran

langganan harian Umum Rakyat Riau tahun 2009;
38) 4 (Empat) lembar Tagihan (3 asli, 1 copy) Harian Metro Indonesia
tahun 2009, berikut 4 (Empat) lembar Kwitansi pembayaran harian

metro indonesia tahun 2009;

39) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) Tagihan Surat Kabar umum Sketsa
Publik tahun 2009, berikut 4 (Empat) lembar Kwitansi pembayaran
Surat Kabar umum Sketsa Publik tahun 2009;

40) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) Tagihan Koran AKTUAL tahun 2009,
berikut 4 (Empat) lembar Kwitansi pembayaran tagihan Koran AKTUAL
tahun 2009;

41) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) Tagihan Surat Kabar Independen
INTERMEZO tahun 2009, berikut 4 (Empat) lembar Kwitansi
pembayaran tabloid mingguan intermezo tahun 2009;

42) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) Tagihan Surat kabar SENIOR tahun
2009, berikut 4 (Empat) lembar Kwitansi pembayaran surat kabar
SENIOR INDONESIA REFORMASI tahun 2009;
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43) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) Tagihan Tabloid Mingguan MORAL
tahun 2009, berikut 4 (Empat) lembar Kwitansi pembayaran Tabloid
Mingguan MORAL tahun 2009;

44) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) Tagihan Tabloid Mingguan koran KP

tahun 2009, berikut 4 (Empat) lembar Kwitansi pembayaran Tabloid
Mingguan Koran KP tahun 2009;

45) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) Tagihan surat kabar Barisan Baru
tahun 2009, berikut 4 (Empat) lembar Kwitansi pembayaran surat
kabar Barisan Baru tahun 2009;

46) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) Tagihan koran Panji DEMOKRASI
tahun 2009, berikut 4 (Empat) lembar Kwitansi pembayaran skm Paniji
Demokrasi tahun 2009;

47) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) koran Seputar Nusantara tahun
2009, berikut 4 (Empat) lembar Kwitansi pembayaran koran Seputar
Nusantara tahun 2009;

48) 3 (tiga) lembar (2 asli, 1 copy) koran berita TIPIKOR tahun 2009,
berikut 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran koran berita TIPIKOR
tahun 2009;

49) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) tagihan Surat kabar umum Info

Nusantara tahun 2009, berikut 4 (Empat) lembar Kwitansi
pembayaran Surat kabar umum Info Nusantara tahun 2009;--------------
50) 3 (tiga) lembar (2 asli, 1 copy) tagihan Kepri Nusantara tahun 2009,
berikut 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran Surat kabar Kepri

Nusantara tahun 2009;

51) 3 (tiga) lembar (2 asli, 1 copy) tagihan Surat kabar Jaya Pos News

tahun 2009, berikut 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran Surat kabar

Jaya Pos News tahun 2009;
52) 3 (tiga) lembar tagihan Koran Suara Rakyat Indonesia tahun 2009,
berikut 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran Koran Suara Rakyat
Indonesia tahun 2009;

53) 1 (Satu) lembar copy tagihan Surat kabar umum Media Nusantara
tahun 2009, berikut 1 (Satu) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
Surat kabar umum Media Nusantara tahun 2009;

54) 2 (Dua) Lembar copy Tagihan Koran Radar tahun 2009, berikut 2

(Dua) Lembar Kwitansi pembayaran baiaya langganan Koran RADAR
tahun 2009;
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55) 4 (Empat) Lembar (3 asli, 1 copy) tagihan Koran KPK POS tahun
2009, berikut 4 (Empat) lembar Kwitansi pembayaran Koran KPK POS
tahun 2009;

56) 4 (Empat) Lembar (2 asli, 2 copy) tagihan Tabloid berita AZAM tahun
2009, berikut 4 (Empat) lembar Kwitansi pembayaran Tabloid berita
AZAM tahun 2009;

57) 3 (Tiga) lembar (2 asli, 1 copy) tagihan Tabloid HORAS PLUS tahun
2009, berikut 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar HORAS PLUS tahun 2009;

58) 3 (tiga) lembar (2 asli, 1 copy) tagihan koran BUSER METRO RIAU
tahun 2009, berikut 3 (tiga) Kwitansi pembayaran langganan koran
BUSER METRO RIAU tahun 2009;

59) 4 (Empat) lembar tagihan koran Surat Kabar Independen PRESTASI
REFORMASI tahun 2009, berikut 4 (Empat) lembar Kwitansi
pembayaran langganan koran Surat Kabar Independen PRESTASI
REFORMASI tahun 2009;

60) 8 (Delapan) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat kabar
mingguan GENTA tahun 2009;

61) 7 (Tujuh) Lembar Kwitansi langganan Tabloid Mingguan MERDEKA
tahun 2009;

62) 4 ( Empat) Lembar tagihan surat kabar Riau Mandiri tahun 2010,

berikut 4 ( Empat) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat
kabar Riau Mandiri tahun 2010;
63) 4 ( Empat) Lembar tagihan surat kabar METRO RIAU tahun 2010,
berikut 4 ( Empat) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat
kabar METRO RIAU tahun 2010;
64) 4 ( Empat) Lembar tagihan surat kabar Koran Riau tahun 2010,

berikut 4 ( Empat) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat
kabar Koran Riau tahun 2010;
65) 4 ( Empat) Lembar tagihan surat kabar Rakyat Riau tahun 2010,

berikut 4 ( Empat) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat
kabar Rakyat Riau tahun 2010;
66) 4 ( Empat) Lembar tagihan surat kabar Pekanbaru Pos tahun 2010,

berikut 4 ( Empat) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat
kabar Pekanbaru Pos tahun 2010;
67) 4 ( Empat) Lembar tagihan surat kabar Riau Pesisir tahun 2010,

berikut 4 ( Empat) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat
kabar Riau Pesisir tahun 2010;
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68) 4 ( Empat) Lembar tagihan Dumai Agency surat kabar Riau Pos tahun
2010, berikut 4 ( Empat) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
Surat kabar Riau Pos Tahun 2010;

69) 4 ( Empat) Lembar tagihan surat kabar Dumai Pos tahun 2010, berikut

4 ( Empat) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat kabar
Dumai Pos tahun 2010;
70) 4 ( Empat) Lembar tagihan surat kabar Media Riau tahun 2010, berikut

4 ( Empat) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat kabar
Media Riau tahun 2010;
71) 4 ( Empat) Lembar tagihan surat kabar Harian VOKAL tahun 2010,
berikut 4 ( Empat) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat
kabar harian VOKAL tahun 2010;
72) 3 ( tiga) Lembar tagihan surat kabar Mingguan AZAM tahun 2010,
berikut 3 ( tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
Mingguan AZAM tahun 2010;
73) 2 (Dua) Lembar tagihan surat kabar Mingguan MIMBAR PESISIR
tahun 2010, berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
surat kabar Mingguan MIMBAR PESISIR tahun 2010;
74) 1 (Satu) Lembar tagihan surat kabar Mingguan INTERMEZO tahun
2010, berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar Mingguan INTERMEZO tahun 2010;
75) 2 (Dua)Lembar tagihan surat kabar Mingguan DEMOKRASI tahun
2010, berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar Mingguan DEMOKRASI tahun 2010;
76) 2 (Dua)Lembar tagihan surat kabar Mingguan SENIOR tahun 2010,
berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
Mingguan SENIOR tahun 2010;
77) 2 (Dua)Lembar tagihan surat kabar Mingguan MORAL tahun 2010,
berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
Mingguan MORALtahun 2010;
78) 2 (Dua) Lembar tagihan surat kabar Mingguan KRIMINALITAS tahun
2010, berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar Mingguan KRIMINALITAS tahun 2010;
79) 2 (Dua)Lembar tagihan surat kabar Mingguan BARISAN BARU tahun
2010, berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar Mingguan BARISAN BARU tahun 2010;
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80) 2 (Dua)Lembar tagihan surat kabar Mingguan METRO INDONESIA
tahun 2010, berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
surat kabar Mingguan METRO INDONESIA tahun 2010;-------------------

81) 2 (Dua)Lembar tagihan surat kabar Mingguan SKETSA tahun 2010,
berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
Mingguan SKETSA tahun 2010;

82) 1 (Satu) Lembar tagihan surat kabar Mingguan AKTUAL tahun 2010,
berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
Mingguan AKTUAL tahun 2010;

83) 1 (Satu) Lembar tagihan surat kabar Mingguan RADAR tahun 2010,
berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
Mingguan RADAR tahun 2010;

84) 2 (Dua)Lembar tagihan surat kabar Mingguan HORAS PLUS tahun
2010, berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar Mingguan HORAS PLUS tahun 2010;

85) 2 (Dua) Lembar tagihan surat kabar Mingguan PRESTASI tahun 2010,
berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
Mingguan PRESTASI tahun 2010;

86) 2 (Dua) Lembar tagihan surat kabar Mingguan TIPIKOR tahun 2010,
berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
Mingguan TIPIKOR tahun 2010;

87) 2 (Dua)Lembar tagihan surat kabar Mingguan KPK POS tahun 2010,
berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
Mingguan KPK POS tahun 2010;

88) 2 (Dua)Lembar tagihan surat kabar Mingguan Seputar Nusantara

tahun 2010, berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan

surat kabar Mingguan Seputar Nusantara tahun 2010;
89) 2 (Dua)Lembar tagihan surat kabar Mingguan Suara Hati Rakyat tahun

2010, berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat

kabar Mingguan Suara Hati Rakyattahun 2010;
90) 2 (Dua) Lembar tagihan surat kabar Mingguan Info Nusantara tahun

2010, berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat

kabar Mingguan Info Nusantara tahun 2010;
91) 2 (Dua) Lembar tagihan surat kabar Mingguan JAYA POS tahun 2010,
berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
Mingguan JAYA POS tahun 2010;
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92) 2 (Dua) Lembar tagihan surat kabar Mingguan Media Nusantara tahun

2010, berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat

kabar Mingguan Media Nusantara tahun 2010;
93) 2 (Dua) Lembar tagihan surat kabar Mingguan Kepri Nusantara tahun

2010, berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat

kabar Mingguan Kepri Nusantara tahun 2010;
94) 7( Tujuh) Lembar tagihan harian pagi Dumai Pos tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat kabar Harian
Dumai Pos tahun 2011;
95) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar Riau Pos tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan harian surat kabar
Riau Pos tahun 2011;
96) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar HALUAN RIAU tahun 2011,
berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat kabar
HALUAN RIAU tahun 2011;
97) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar METRO RIAU tahun 2011,
berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat kabar
METRO RIAU tahun 2011;
98) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar VOKAL tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat kabar
VOKAL tahun
2011;
99) 6 ( Enam) Lembar tagihan surat kabar Pekanbaru Pos tahun 2011,

berikut 6 ( Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat
kabar Pekanbaru Pos tahun 2011;
100) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar Rakyat Riau Tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat kabar
Rakyat Riau tahun 2011,
101) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar Koran Riau tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat kabar
KORAN RIAU tahun 2011;
102) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar Riau Pesisir tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat kabar Riau
Pesisir tahun 2011;
103) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar Media Riau tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat kabar Media
Riau tahun 2011;
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104) 7( Tujuh) Lembar (6 asli, 1 copy) tagihan surat kabar Pekanbaru MX
tahun 2011, berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
Surat kabar Pekanbaru MX tahun 2011;

105) 6 ( Enam ) Lembar tagihan surat kabar AZAM tahun 2011, berikut 6
(Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat kabar AZAM
tahun 2011;

106) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar ANDALAS tahun 2011, berikut 7(
Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat kabar Andalas
tahun 2011;

107) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar GENTA tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat kabar GENTA
tahun 2011;

108) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar Metro Indonesia tahun 2011,

berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan kabar Metro
Indonesia tahun 2011;
109) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar SKETSA tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
SKETSA tahun
2011;
110) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar AKTUAL tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
AKTUAL tahun
2011;
111) 6( enam) Lembar tagihan surat kabar INTERMEZO tahun 2011,
berikut 6 ( enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
INTERMEZO tahun 2011;
112) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar SUARA MASA tahun 2011,
berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
SUARA MASA tahun 2011;
113) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar SENIOR tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
SENIOR tahun
2011;
114) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar MORAL tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar MORAL
tahun 2011;
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115) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar Kriminal dan Pencegahan tahun

2011, berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat

kabar Kriminal dan Pencegahan tahun 2011,
116) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar Barisan Baru tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar Barisan
Baru tahun 2011;
117) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar Panji DEMOKRASI tahun 2011,
berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
Panji DEMOKRASI tahun 2011;
118) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar Seputar Nusantara tahun 2011,

berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar

Seputar Nusantara tahun 2011;
119) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar TIPIKOR tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
TIPIKOR tahun
2011,
120) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar INFO NUSANTARA tahun 2011,
berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
INFO NUSANTARA tahun 2011;
121) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar KEPRI NUSANTARA tahun
2011, berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar KEPRI NUSANTARA tahun 2011;
122) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar JAYA POS tahun 2011, berikut 7(
Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar JAYA POS
tahun 2011;
123) 7 (Tujuh) Lembar tagihan surat kabar SUARA HATI RAKYAT tahun
2011, berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar SUARA HATI RAKYAT tahun 2011;
124) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar MEDIA NUSANTARA tahun
2011, berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar MEDIA NUSANTARA tahun 2011,
125) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar RADAR tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar RADAR
tahun 2011;
126) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar KPK POS tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar KPK
POS tahun
2011,
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127) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar RIAU SATU tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar RIAU
SATAU tahun 2011;

128) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar MONITOR NEWS tahun 2011,
berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
MONITOR NEWS tahun 2011;

129) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar FORUM INDONESIA BARU
tahun 2011, berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
surat kabar FORUM INDONESIA BARU tahun 2011;--------

130) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar WARTA SUMATRA tahun 2011,
berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
SUMATRA tahun 2011;

131) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar RIAU WICARA tahun 2011,
berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
RIAU WICARA tahun 2011;

132) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar BIDIK tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar BIDIK
tahun 2011;

133) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar OPTIMIS tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
OPTIMIS tahun
2011;

134) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar SUARA MANDIRI tahun 2011,
berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
SUARA MANDIRI tahun 2011;

135) 6(Enam) Lembar tagihan surat kabar MIMBAR PESISIR tahun 2011,
berikut 6( Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
MIMBAR PESISIR tahun 2011,

136) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar AMANAT RAKYAT tahun 2011,
berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
AMANAT RAKYAT tahun 2011;

137) 5( Lima) Lembar tagihan surat kabar LINTAS RIAU tahun 2011, berikut
5( Lima) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar LINTAS
RIAU tahun 2011;

138) 5 ( Lima) Lembar tagihan surat kabar MAJALAH LAIN tahun 2011,
berikut 5 ( Lima) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
Majalah Lain tahun 2011;
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139) 5 (Lima) Lembar tagihan surat kabar GATRA tahun 2011, berikut 5
( Lima ) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar GATRA
tahun 2011;

140) 3( Tiga) Lembar tagihan surat kabar MAJALAH FORUM tahun 2011,
berikut 5 ( Lima) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
MAJALAH FORUM tahun 2011;

141) 5 ( Lima) Lembar tagihan surat kabar MAJALAH KARTINI tahun 2011,
berikut 5 ( Lima) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
MAJALAH KARTINI tahun 2011;

142) 6 (Enam) Lembar tagihan surat kabar harian RIAU PESISIR tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar harian RIAU PESISIR tahun 2012;

143) 6 (Enam) Lembar tagihan surat kabar harian DUMAI POS tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
harian DUMAI POS tahun 2012;

144) 6 (Enam) Lembar tagihan surat kabar harian PEKANBARU POS tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar harian PEKANBARU POS tahun 2012;-----------

145) 6 (Enam) Lembar tagihan surat kabar harian RIAU POS tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
harian RIAU POS tahun 2012;

146) 5 (Lima) Lembar tagihan surat kabar harian MEDIA RIAU tahun 2012,
berikut 5 (Lima) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
harian MEDIA RIAU tahun 2012;

147) 6 (Enam) Lembar tagihan surat kabar harian RAKYAT RIAU tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar harian RAKYAT RIAU tahun 2012;

148) 6 (Enam) Lembar tagihan surat kabar harian VOKAL tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
harian VOKAL tahun 2012;

149) 6 (Enam) Lembar tagihan surat kabar harian DETIL tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
harian DETIL tahun 2012;

150) 6 (Enam) Lembar tagihan surat kabar harian HALUAN RIAU tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar harian HALUAN RIAU tahun 2012;
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151) 6 (Enam) Lembar tagihan surat kabar harian PEKAN BARU MX tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar harian PEKANBARU MX tahun 2012;

152) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan AZAM tahun 2012, berikut
6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid Mingguan
AZAM tahun 2012;

153) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan ANDALAS tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid
Mingguan ANDALAS tahun 2012;

154) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan GENTA tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid
Mingguan GENTA tahun 2012;

155) 5 (Lima) Lembar tagihan tabloid Mingguan METRO INDONESIA tahun
2012, berikut 5(Lima) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid
Mingguan METRO INDONESIA tahun 2012;

156) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan SKETSA DUMAI tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan SKETSA DUMAI tahun 2012;

157) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan AKTUAL tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid
Mingguan AKTUAL tahun 2012;

158) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan SUARAMASA tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid
Mingguan SUARA MASA tahun 2012;

159) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan INTERMEZO tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid
Mingguan INTERMEZO tahun 2012;

160) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan SENIOR tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid
Mingguan SENIOR tahun 2012;

161) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan MORAL tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid
Mingguan MORAL tahun 2012;

162) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan KRIMINAL &
PENCEGAHAN tahun 2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi
pembayaran  langganan  tabloid Mingguan KRIMINAL &
PENCEGAHAN tahun 2012;
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163) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan BARISAN BARU tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan BARISAN BARU tahun 2012;

164) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan PANJI DEMOKRASI tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan PANJI DEMOKRASI tahun 2012;-----------

165) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan SEPUTAR NUSANTARA
tahun 2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan SEPUTAR NUSANTARA tahun 2012;-----

166) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan TIPIKOR tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid
Mingguan TIPIKOR tahun 2012;

167) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan INFO NUSANTARA tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar harian tabloid Mingguan INFO NUSANTARA tahun 2012;---------

168) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan KEPRI NUSANTARA
tahun 2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan KEPRI NUSANTARA tahun 2012;----------

169) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan JAYA POS tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid
Mingguan JAYA POS tahun 2012;

170) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan SUARA HATI RAKYAT
tahun 2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan SUARA HATI RAKYAT tahun 2012;-------

171) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan MEDIA NUSANTARA
tahun 2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan MEDIA NUSANTARA tahun 2012;--------

172) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan RADAR tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid
Mingguan RADAR tahun 2012;

173) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan KPK tahun 2012, berikut 6
(Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid Mingguan
surat Kabar KPK tahun 2012;

174) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan RIAU SATU tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid
Mingguan RIAU SATU tahun 2012;
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175) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan MONITOR NEWS tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan MONITOR NEWS tahun 2012;

176) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan FORUM INDONESIA
tahun 2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan FORUM INDONESIA tahun 2012;---------

177) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan WARTA SUMATRA tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan WARTA SUMATRA tahun 2012;

178) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan RIAU WICARA tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan RIAU WICARA tahun 2012;

179) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan BIDIK tahun 2012, berikut
6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid Mingguan
BIDIK tahun 2012;

180) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan OPTIMIS tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid
Mingguan OPTIMIS tahun 2012;

181) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan SUARA MANDIRI tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan SUARA MANDIRI tahun 2012;

182) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan MIMBAR PESISIR tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan MIMBAR PESISIR tahun 2012;

183) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan AMANAT RAKYAT tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan AMANAT RAKYAT tahun 2012;

184) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan LINTAS RIAU tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid
Mingguan LINTAS RIAU tahun 2012;

185) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan MAJALAH GATRA tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan MAJALAH GATRA tahun 2012;

186) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan MAJALAH FORUM tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan MAJALAH FORUM tahun 2012;
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187) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan MAJALAH KARTINI tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan MAJALAH KARTINI tahun 2012;

188) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar Dumai Pos tahun 2013, berikut 3

(Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar Dumai
Pos tahun 2013;
189) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar Pekanbaru Pos tahun 2013,

berikut 3 (Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
Pekanbaru Pos tahun 2013;
190) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar RIAU POS tahun 2013, berikut 3
(Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar RIAU
POS tahun 2013;
191) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar MEDIA RIAU tahun 2013, berikut
3 (Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar MEDIA
RIAUtahun 2013;
192) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar KORAN RIAU tahun 2013, berikut
3 (Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar KORAN
RIAU tahun 2013;
193) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar RIAU PESISIR tahun 2013,
berikut 3 (Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
RIAU PESISIR tahun 2013;
194) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar Rakyat Riau tahun 2013, berikut 3
(Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar Rakyat
Riau tahun 2013;
195) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar harian VOKAL tahun 2013, berikut
3 (Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar harian
VOKAL tahun 2013;
196) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar HALUAN RIAU tahun 2013,
berikut 3 (Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
HALUAN RIAU tahun 2013;
197) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar METRO RIAU tahun 2013, berikut
3 (Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar METRO
RIAU tahun 2013;
198) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar Pekanbaru MX tahun 2013,
berikut 3 (Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
Pekanbaru MX tahun 2013;
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199) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar harian DETIL tahun 2013, berikut
3 (Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar harian
DETIL tahun 2013;

200) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar Berita Terkini tahun 2013, berikut
3 (Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar Berita
Terkini tahun 2013;

201) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar Posmetro Mandau tahun 2013,

berikut 3 (Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar

Posmetro Mandau tahun 2013;

202) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar Pesisir Pos tahun 2013, berikut 3
(Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
Pesisir Pos tahun 2013;

203) 2 (Dua) Lembar tagihan surat kabar mingguan RIAU JAYA tahun 2013,
berikut 2 (Dua) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar surat kabar mingguan RIAU JAYA tahun 2013;-

204) 2 (Dua) Lembar tagihan surat kabar mingguan EXPOSE tahun 2013,
berikut 2 (Dua) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar surat kabar mingguan EXPOSE tahun 2013;

205) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan METRO INDONESIA
tahun 2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran

langganan surat kabar surat kabar mingguan METRO INDONESIA
tahun 2013;

206) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan SKETSA tahun 2013,
berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar surat kabar mingguan SKETSA tahun 2013;--------=---------

207) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan AKTUAL tahun 2013,
berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar surat kabar mingguan AKTUAL tahun 2013;-------------------

208) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan SUARAMASA tahun
2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran

langganan surat kabar surat kabar mingguan SUARAMASA tahun
2013;
209) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan INTERMEZO tahun
2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran

langganan surat kabar surat kabar mingguan INTERMEZO tahun
2013;
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210) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan SENIOR tahun 2013,
berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar surat kabar mingguan SENIOR tahun 2013;

211) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan MORAL tahun 2013,

berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat

kabar surat kabar mingguan MORAL tahun 2013;
212) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan KORAN KP tahun
2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran
langganan surat kabar surat kabar mingguan KORAN KP tahun 2013;-
213) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan BARISAN BARU tahun
2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran
langganan surat kabar surat kabar mingguan BARISAN BARU tahun
2013;
214) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan SKM PANJI
DEMOKRASI tahun 2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi
pembayaran langganan surat kabar surat kabar mingguan SKM PANJI
DEMOKRASI tahun 2013;
215) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan SEPUTAR
NUSANTARA tahun 2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi
pembayaran langganan surat kabar surat kabar mingguan SEPUTAR
NUSANTARA tahun 2013;
216) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan TIPIKOR tahun 2013,
berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar surat kabar mingguan TIPIKOR tahun 2013;
217) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan INFO NUSANTARA

tahun 2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran

langganan surat kabar surat kabar mingguan INFO NUSANTARA
tahun 2013;
218) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan KEPRI NUSANTARA
tahun 2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran

langganan surat kabar surat kabar mingguan KEPRI NUSANTARA
tahun 2013;
219) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan NEWS METRO tahun
2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran

langganan surat kabar surat kabar mingguan NEWS METRO tahun
2013;
220) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan SUARA RAKYAT tahun
2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran
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langganan surat kabar surat kabar mingguan SUARA RAKYAT tahun
2013;
221) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan MEDIA NUSANTARA

tahun 2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran

langganan surat kabar surat kabar mingguan MEDIA NUSANTARA
tahun 2013;
222) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan RADAR tahun 2013,
berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar surat kabar mingguan RADAR tahun 2013;
223) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan KPK POS tahun 2013,
berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar surat kabar mingguan KPK POS tahun 2013;
224) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan RIAU SATU tahun

2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran
langganan surat kabar surat kabar mingguan RIAU SATU tahun 2013;-
225) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan MEDIA NASIONAL
tahun 2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran
langganan surat kabar surat kabar mingguan MEDIA NASIONAL
tahun 2013;
226) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan FORUM INDONESIA
tahun 2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran

langganan surat kabar surat kabar mingguan FORUM INDONESIA
tahun 2013;
227) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan WARTA SUMATRA

tahun 2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran

langganan surat kabar surat kabar mingguan WARTA SUMATRA
tahun 2013;
228) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan RIAU WICARA tahun
2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran

langganan surat kabar surat kabar mingguan RIAU WICARA tahun
2013;
229) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan BIDIK tahun 2013,

berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat

kabar surat kabar mingguan BIDIK tahun 2013;
230) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan OPTIMIS tahun 2013,

berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat

kabar surat kabar mingguan OPTIMIS tahun 2013;-------------------
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231) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan SUARA MANDIRI
tahun 2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran
langganan surat kabar surat kabar mingguan SUARA MANDIRI tahun
2013;

232) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan Mimbar Pesisir tahun

2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran
langganan surat kabar surat kabar mingguan MIMBAR PESISIR tahun
2013;
233) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan AMANAT RAKYAT
tahun 2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran

langganan surat kabar surat kabar mingguan AMANAT RAKYAT tahun
2013;
234) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan LINTAS RIAU tahun
2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran

langganan surat kabar surat kabar mingguan Lintas Riau tahun 2013;-
235) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan MAJALAH GATRA
tahun 2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran
langganan surat kabar surat kabar mingguan MAJALAH GATRA tahun
2013;
236) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan MAJALAH FORUM
tahun 2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran

langganan surat kabar surat kabar mingguan MAJALAH FORUM
tahun 2013;
237) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan MAJALAH KARTINI

tahun 2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran

langganan surat kabar surat kabar mingguan MAJALAH KARTINI
tahun 2013;
238) Buku catatan koran / surat kabar DPRD;
239) 3 (tiga) lembar daftar tanda terima surat kabar harian bulan januari
2009 yaitu tanggal 28,29, dan 30 Januari 2009;
240) 20 (dua puluh) lembar daftar tanda terima surat kabar harian bulan
februari 2009 yaitu tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18,
19, 20, 23, 24, 25, 26, dan 27 februari 2009;
241) 20 (dua puluh) lembar daftar tanda terima surat kabar harian bulan
Maret 2009 yaitu tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19,
20, 23, 24, 25, 27, 30 dan 31 Maret 2009;
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242) 19 (sembilan belas) lembar daftar tanda terima surat kabar harian
bulan April 2009 yaitu tanggal 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22,
23, 24, 27, 28, 29 dan 30 April 2009;
243) 21 (dua puluh satu) lembar daftar tanda terima surat kabar harian
bulan Mei 2009 yaitu tanggal 1, 4,5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, dan 29 Mei 2009;
244) 22 (dua puluh dua) lembar daftar tanda terima surat kabar harian bulan
Juni 2009 yaitu tanggal 1, 2, 3, 4,5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18,
19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, dan 30 Juni 2009;
245) 18 (delapan belas) lembar daftar tanda terima surat kabar harian bulan
Juli 2009 yaitu tanggal 1, 2, 3, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27,
28, 29, 30 dan 31 Juli 2009;
246) 5 (lima) lembar daftar tanda terima surat kabar harian bulan Agustus
2009 yaitu tanggal 3, 4, 5, 6 dan 7 Agustus 2009;

247) 1 (satu) buah buku ekspedisi bercetak merk standar yang berisikan

tanda terima koran harian / mingguan, mulai tanggal 5 September
2013 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2013;
248) 236 (dua ratus tiga puluh enam) lembar tindasan warna kuning tanda

terima surat kabar harian untuk bulan oktober 2013;
249) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/ 238a/X/2013/
Reskrim, Tgl 29 Oktober 2013:
250) 4 (Empat) lembar tagihan harian TRIBUN PEKANBARU tahun 2009,
berikut 4 (Empat) Lembar Kwitansi pembayaran langganan harian
TRIBUN PEKANBARU tahun 2009;
251) 1 (satu) lembar tagihan harian METRO RIAU tahun 2009, berikut 1
(satu) Lembar Kwitansi pembayaran langganan harian METRO RIAU
tahun 2009;
252) 1 (satu) lembar tagihan harian MEDIA NUSANTARA tahun 2009,
berikut 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran langganan harian
MEDIA NUSANTARA tahun 2009;
253) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran langganan Mingguan MERDEKA
tahun 2009;
254) 3 (tiga) lembar tagihan harian TRIBUN PEKANBARU tahun 2010,
berikut 3 (Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan harian
TRIBUN PEKANBARU tahun 2010;
255) 3 (tiga) lembar tagihan koran BUSER METRO tahun 2010, berikut 3
(Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan koran BUSER METRO
tahun 2010;
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256) 1 (satu) lembar tagihan surat kabar BERITA SORE tahun 2010, berikut
1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar BERITA
SORE tahun 2010;

257) 1 (satu) lembar tagihan Surat Kabar INTERMEZO tahun 2010;----------

258) 1 (satu) lembar tagihan Surat Kabar AKTUAL tahun 2010;----------------

259) 1 (satu) lembar tagihan Surat Kabar RADAR tahun 2010;--------=----=---

260) 7 (tujuh) lembar tagihan harian TRIBUN PEKANBARU tahun 2011,
berikut 7 (tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan harian
TRIBUN PEKANBARU tahun 2011;

261) 2 (dua) lembar tagihan Majalah FORUM tahun 2011;

262) 6 (enam) lembar tagihan harian TRIBUN PEKANBARU tahun 2012,
berikut 6 (enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan harian
TRIBUN PEKANBARU tahun 2012;

263) 6 (enam) lembar tagihan harian METRO RIAU tahun 2012, berikut 6
(enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan harian METRO RIAU
tahun 2012;

264) 3 (tiga) lembar tagihan harian TRIBUN PEKANBARU tahun 2013,
berikut 3 (Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan harian
TRIBUN PEKANBARU tahun 2013;

265) 3 (tiga) lembar tagihan mingguan AZAM tahun 2013, berikut 3 (Tiga)
Lembar Kwitansi pembayaran langganan mingguan AZAM tahun
2013;

266) 1 (satu) lembar tagihan Mingguan RIAU JAYA tahun 2013, berikut 1
(satu) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Mingguan RIAU JAYA
tahun 2013;

267) 3 (tiga) buah buku expedisi bercetak warna coklat;

268) 1 (satu) buah buku expedisi warna biru motif batik merk bintang obor;-
269) 2 (dua) lembar copy yang dicap dan ditanda tangan oleh ka biro Tablid
Moral sdra MURYANTO;
270) 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA SKPD) DPRD tahun 2009;
271) 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA SKPD) DPRD tahun 2010;
272) 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA SKPD) DPRD tahun 2011,
273) 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA SKPD) DPRD tahun 2012;
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274) 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA SKPD) DPRD tahun 2013;
275) 1 (satu) unit CPU merk Acer M3970 S/N PTSG501009145029BE9200
warna casing Hitam;
276) 1 (satu) unit CPU merk Acer M3970 S/N PTSG501009143008C79200

warna casing Hitam;

277) 1 (satu) lembar surat Rincian Pemasaran Harian Metro Riau No :
6.1110 /MR /Keu / VI /XII/2013, tanggal 03 Desember 2013 berikut
lampiran Laporan Pemasaran Surat Kabar Harian Metro Riau di Kantor
Sekretariat DPRD Kota Dumai bulan januari 2009 sampai dengan
bulan oktober 2013;

278) 1 (satu) lembar surat Jawaban Permintaan Rincian Pemasaran koran
dari Harian Koran Riau Nomor : 2275/KR-PMS/XII/2013, tanggal 04

Desember 2013 berikut rincian pemasaran surat kabar harian Koran

Riau di Kantor sekretariat DPRD Kota Dumai dari tahun 2009 sampai

dengan tahun 2013;
279) 5 (lima) lembar rincian pemasaran Surat Kabar Umum Media
Nusantara dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 pada
Sekretariat DPRD Kota Dumai;
280) 1 (satu) lembar surat Jawaban Permintaan Rincian Pemasaran koran
Nomor : 033/TM-D/XI1/2013, tanggal 18 Desember 2013 berikut rincian

pemasaran tabloid mingguan Moral di Kantor sekretariat DPRD Kota

Dumai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013;

281) 1 (satu) lembar surat balasan rincian pemasaran surat kabar umum

Riau Wicara tanggal 15 Desember 2013;

282) 1 (satu) rangkap surat rincian pengiriman surat kabar Tribun

Pekanbaru tahun 2011 sampai dengan tahun 2013;
283) 5 (lima) lembar rincian pemasaran harian Dumai Pos di Kantor
sekretariat DPRD Kota Dumai dari tahun 2009 sampai dengan tahun
2013;
284) 1 (satu) sangkap rincian pemasaran Surat Kabar mingguan
SUARAMASA pada sekretariat DPRD Kota Dumai tahun 2009 sampai
dengan 2013;

285) 1 (satu) sangkap rincian pemasaran Surat Kabar harian VOKAL Kota

Dumai tahun 2012 sampai dengan 2013;
286) 5 (lima) lembar rincian pembayaran Surat Kabar Harian Media Riau di
Kantor sekretariat DPRD Kota Dumai dari tahun 2009 sampai dengan
tahun 2013;
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287) 5 (lima) lembar rincian pembayaran koran SKM Panji Demokrasi di
Kantor sekretariat DPRD Kota Dumai dari tahun 2009 sampai dengan
tahun 2013;

288) 1 (satu) lembar surat tagihan pemasaran Koran No : 029/0MS-
RP/2013 tanggal 08 Desember 2013;

289) 1 (satu) rangkap Rincian Pemasaran Koran Pos Metro Mandau Rute
Dumai tahun 2013;

290) 1 (satu) rangkap Rincian Pemasaran Koran Pekanbaru MX Rute
Dumai tahun 2013;

291) 1 (satu) lembar rincian pembayaran surat kabar Berita Terkini tahun
2013;

292) 2 (dua) lembar rincian pembayaran Surat Kabar Harian Detil di Kantor

sekretariat DPRD Kota Dumai dari tahun 2012 sampai dengan tahun
2013;
293) Copy legalisir SK Sekretaris DPRD No : KPTS.02 /SETWAN /2009
tanggal 02 Februari 2009 berikut lampiran;
294) Copy legalisir SK Sekretaris DPRD No : KPTS.07 /SETWAN /2010
tanggal 01 Februari 2010 berikut lampiran;
295) Copy legalisir SK Sekretaris DPRD No : KPTS.06 /SETWAN /2011
tanggal 29 Maret 2011 berikut lampiran;
296) Copy legalisir SK Sekretaris DPRD No : KPTS.03 /SETWAN /2012
tanggal 14 Januari 2012 berikut lampiran;
297) Copy legalisir SK Sekretaris DPRD No : KPTS.04 /SETWAN /2013
tanggal 04 Februari 2013 berikut lampiran;

298) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
penyampaian pengumuman dalam langganan surat kabar, tanggal 26
Februari 2009;

299) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
penyampaian pengumuman dalam langganan surat kabar, tanggal 31
Maret 2010;
300) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
penyampaian pengumuman dalam langganan surat kabar, tanggal
Maret 2011;
301) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
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penyampaian pengumuman dalam langganan surat kabar, tanggal
Maret 2012;
302) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Pengadaan surat kabar harian dan mingguan, tanggal 07 Februari
2013;
303) Copy legalisir Pengumuman tentang penyediaan langganan surat

kabar harian dan mingguan pada sekretariat DPRD tahun 2009;--------
304) Copy legalisir Pengumuman tentang penyediaan langganan surat
kabar harian dan mingguan pada sekretariat DPRD tahun 2010;--------
305) Copy legalisir Pengumuman tentang penyediaan langganan surat
kabar harian dan mingguan pada sekretariat DPRD tahun 2011;--------
306) Copy legalisir Pengumuman tentang penyediaan langganan surat
kabar harian dan mingguan pada sekretariat DPRD tahun 2012;--------
307) Copy legalisir Pengumuman tentang penyediaan langganan surat
kabar harian dan mingguan pada sekretariat DPRD tahun 2013;--------
308) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 28 April
2009;
309) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 13 Mei
2009;
310) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal Juni 2009;-
311) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal Juli 2009;--
312) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal Agustus
2009;
313) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal oktober
2009;
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314) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 27 Juli
2010;

315) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 03 Agustus
2010;
316) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 18 Oktober
2010;
317) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 10
Desember 2010;
318) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 25 April
2011;
319) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 01 Juni
2011;
320) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 12 Juli
2011,
321) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 26 Agustus
2011;
322) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 10 Oktober
2011;
323) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
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Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 09
Desember 2011;
324) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 26 Maret
2012;
325) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 14 Mei
2012;
326) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 06 Agustus
2012;
327) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 02
September 2012;
328) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 12
Nopember 2012;
329) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 01
Desember 2012;
330) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 10 Mei
2013;
331) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 07 Juni
2013;
332) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 26 Juli
2013;
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333) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 20
Desember 2013;

334) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 30
Desember2013;
335) Copy Legalisir RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan perundang-undangan pada SKPD Sekretariat
DPRD Kota Dumai tahun anggaran 2009 s/d 2013p;
336) 1 (satu) lembar Copy Legalisir Petikan Keputusan Walikota Dumai
Nomor :153/BAKD/2008, tanggal 07 Nopember 2008 tentang

Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di lingkungan

Pemerintahan Kota Dumai, berikut lampirannya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000-, (lima

ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, Jaksa Penuntut Umum
telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Akta
Permintaan Banding Nomor 04/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr pada hari Senin
tanggal 23 Maret 2015, permintaan banding tersebut telah diberitahukan
dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret
2015;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori
Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 02 April 2015
sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 04/Akta.Pid.Sus-
TPK/2015/PN.Pbr dan Tambahan Memori Banding telah pula diberitahukan dan
diserahkan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2015
sebagaimana akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada
Terdakwa Nomor 04/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan

Kontra Memori Banding tertanggal 15 April 2015 yang diterima di kepaniteraan
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Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada
hari Kamis tanggal 16 April 2015 sebagaimana Akta Tanda Terima Kontra
Memori Banding Nomor 04/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr dan telah
diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Jumat
tanggal 24 April 2015 sebagaimana akta Pemberitahuan dan Penyerahan

Kontra Memori Banding Kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, kepada Penasihat Hukum Terdakwa
maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan mempelajari berkas
perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 20 April 2015
Nomor : W4.U1/1098/HK.01.TPK/IV/2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum
telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang

ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil

dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Pekanbaru membaca dan mempelajari dengan seksama
keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita
Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Salinan Resmi Putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:
60/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pbr tanggal 19 Maret 2015, Memori Banding dari
Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum
Terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut di
atas, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru berpendapat sebagai
berikut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya
mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan
alasan :

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi
Riau pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang hanya menghukum Terdakwa
Iskandar Baharuddin Bin Baharuddin dengan pidana penjara selama 4

(empat) Tahun dan 2 (dua) bulan adalah tidak setimpal dengan perbuatannya
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mengingat korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya
merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara tetapi juga
merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas
sehingga digolongkan Extraodinary Crime selain itu dampak dari korupsi juga
menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan Nasional lebih
khusus lagi perbuatan Terdakwa Iskandar Baharuddin Bin Baharuddin adalah

mencederai rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra
Memori Banding terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum adalah
sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan
aquo, karena menurut hemat terbanding bahwa Judex Facti tidaklah salah
dalam menerapkan dan mempertimbangkan hukum, dan sesuai dengan
pasal 197 ayat 1 KUHAP juga sudah sesuai rasa keadilan ;

- Dan menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum ;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Pekanbaru, berpendapat bahwa apa yang dikemukakan
Jaksa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya tersebut ternyata sudah
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Pekanbaru, keberatan-keberatan tersebut hanya merupakan
pengulangan-pengulangan yang telah disampaikan di persidangan tingkat
pertama dan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga
keberatan-keberatan dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut

tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Pekanbaru sependapat dengan Putusan Hakim Tingkat
Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan
Primair kepada Terdakwa sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih
dan dianggap sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam memutus perkara ini ditingkat

banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Pekanbaru juga sependapat dengan penjatuhan pidana
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terhadap Terdakwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat
Pertama dan pidana yang dijatuhkan tersebut cukup memberikan pelajaran

kepada Terdakwa serta sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim Tingkat banding sependapat
dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun ada hal-hal tertentu
yang masih kurang pertimbangan hukumnya ( Onvoldoende Gemotiverd ) oleh
Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu

menambahnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya
halaman 328 menyebutkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah
merugikan keuangan Negara atau keuangan Pemerintah Kota Dumai sebesar
Rp 618.000.5000,- (enam ratus delapan belas juta lima ratus rupiah) sesuai
dengan hasil laporan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Dan
Pembangunan Perwakilan Prop.Riau No0.SR.113/PW.04/5/2014 tanggal 24
Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam halaman 338 putusan
menyebutkan, berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari kerugian Negara
sebesar Rp 618.000.500,- ( enam ratus delapan belas juta lima ratus rupiah)
Terdakwa telah mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp
309.000.500,- (tiga ratus sembilan juta lima ratus rupiah) sedangkan yang
sejumlah Rp 309.000.500,- (tiga ratus sembilan juta lima ratus rupiah) lagi untuk
keuntungan pihak siapa, tidak dijelaskan, hanya dalam halaman 330 dan 334
putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan, terjadinya tindak
pidana ini bukanlah Terdakwa sendiri pelakunya melainkan ada pihak lain yang
terkait sehingga Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi

secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama perbuatan
turut serta atau bersama-sama telah terbukti, maka mengenai redaksi amar
putusan point 6 (enam) tentang status barang bukti No.1 sampai dengan No.336
yang menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tetap terlampir
dalam berkas perkara harus diubah karena berdasarkan dakwaan Penuntut
Umum yang Subsidaritas itu baik Primair maupun Subsidair mencantumkan
pasal 55 ayat (1) ke-1 KHPidana dan Pengadilan Tingkat Pertama telah dapat

membuktikan Dakwaan Primair tersebut dimana Terdakwa telah terbukti secara
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sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara
bersama-sama dan berkelanjutan oleh karenanya barang bukti No.1 sampai
dengan No0.336 beralasan hukum untuk diserahkan kepada Jaksa Penuntut

Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut
diatas, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Pekanbaru berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 60/Pid.Sus-TPK/2014/PN
Pbr tanggal 19 Maret 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan, kecuali sekedar
mengenai redaksi amar Putusan Nomor 6 (enam) tentang barang bukti yang
terdiri dari No.1 sampai dengan N0.336 perlu diubah sehingga amar putusan

selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan
dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat 1 KUHAP
kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan

ini ;

Memperhatikan, akan Pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b. Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo
Pasal 197 KUHAP Jo Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009
serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan

perkara ini :

MENGADILI:

-- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

-- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
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Negeri Pekanbaru Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pbr tanggal 19 Maret
2015 vyang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai redaksi amar

Putusan No.6 (enam) sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR BAHARUDIN Bin BAHARUDDIN
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERKERLANJUTAN
sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Primair;

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4

(empat) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti
dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menghukum Terdakwa ISKANDAR BAHARUDIN Bin BAHARUDDIN
untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 309.000.250,- (tiga ratus
sembilan juta dua ratus lima puluh rupiah), dengan ketentuan apabila
terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu
1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh berkekuatan hukum tetap,
maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi
uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa ISKANDAR BAHARUDIN
Bin BAHARUDDIN tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk
membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara
selama 2 (dua) tahun ;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa,
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
07587/SP2D/GU/2009 Tangggal 11 Desember 2009;

2) 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

01729/SP2D/GU/2009 Tangggal 14 Mei 2009;
3) 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
02578/SP2D/GU/2009 Tangggal 12 Juni 2009;
4) 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
03077/SP2D/GU/2009 Tangggal 2 Juli 2009;
5) 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
04839/SP2D/GU/2009 Tangggal 9 September 2009;
6) 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
04985/SP2D/GU/2009 Tangggal 14 September 2009;
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7) 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
07251/SP2D/GU/2009 Tangggal 7 Desember 2009;
8) 1 (Satu) Examplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor :
00459/SP2D/GU/2012 Tanggal 9 April 2012;
9) 1 (Satu) Examplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor :
03521/SP2D/GU/2012 Tanggal 30 Juli 2012;
10) 1 (Satu) Examplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor
05478/SP2D/GU/2012 Tanggal 1 Oktober 2012;
11) 1 (Satu) Examplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor :
06786/SP2D/GU/2012 Tanggal 20 November 2012;
12) 1 (Satu) Examplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor :
07862/SP2D/GU/2012 Tanggal 5 Desember 2012;
13) 1 (Satu) Examplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor :
08786/SP2D/GU/2012 Tanggal 18 Desember 2012;
14) 1 (Satu) Examplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor :
01337/SP2D/GU/2011 Tanggal 7 Juni 2011,
15) 1 (Satu) Examplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor :
02045/SP2D/GU/2011 Tanggal 7 Juli 2011;
16) 1 (Satu) Examplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor :
02874/SP2D/GU/2011 Tanggal 5 Agustus 2011;
17) 1 (Satu) Examplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor :
05660/SP2D/GU/2011 Tanggal 8 Desember 2011;
18) 1 (Satu) Examplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor :
06546/SP2D/GU/2011 Tanggal 21 Desember 2011;
19) 1 (Satu) Examplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor :
03749/SP2D/GU/2010 Tanggal 2 September 2010;
20) 1 (Satu) Examplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor :
04069/SP2D/GU/2010 Tanggal 6 September 2010;
21) 1 (Satu) Examplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor :
05213/SP2D/GU/2010 Tanggal 16 November 2010;
22) 1 (Satu) Examplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor :
06620/SP2D/GU/2010 Tanggal 20 Desember 2010;
23) 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
01663/SP2D/GU/2013 Tangggal 26 Agustus 2013;
24) 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
01851/SP2D/GU/2013 Tangggal 11 September 2013;
25) 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
02659/SP2D/GU/2013 Tanggal 18 November 2013;
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26) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) tagihan KORAN RIAU tahun 2009,
berikut 4 (Empat) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Koran Riau
tahun 2009;

27) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) tagihan Harian pagi METRO RIAU
tahun 2009, berikut 4 (Empat) Lembar Kwitansi pembayaran

langganan Harian pagi Metro Riau tahun 2009;
28) 4 (Empat) lembar (2 asli, 2 copy) tagihan Harian pagi Pekan Baru Pos
tahun 2009, berikut 4 (Empat) Lembar Kwitansi pembayaran

langganan Harian pagi Pekanbaru Pos tahun 2009;
29) 3 (tiga) lembar tagihan (3 asli) Harian Media Riau tahun 2009, berikut
3 (tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Harian Media Riau
tahun 2009;
30) 4 (Empat) lembar tagihan (3 asli, 1 copy) Harian Pagi Dumai Pos

tahun 2009, berikut 4 (Empat) Lembar Kwitansi pembayaran

langganan Harian Pagi Dumai Pos tahun 2009;
31) 4 (Empat) lembar tagihan Harian Pagi Dumai Pos INVOICE tahun
2009, berikut 4 (Empat) Lembar Kwitansi pembayaran biaya Pariwara

sosialisasi Kegiatan DPRD Kota Dumai “ Rakyat bertanya DPRD

Dumai menjawab” tahun 2009;
32) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) tagihan Surat kabar berita sore
tahun 2009, berikut 4 (Empat) Lembar Kwitansi pembayaran

langganan Surat kabar berita sore tahun 2009;
33) 4 (Empat) lembar (2 asli, 2 copy) tagihan Harian umum Riau Mandiri
tahun 2009, berikut 4 (Empat) Lembar (3 asli, 1 copy) Kwitansi
pembayaran langganan Harian umum Riau Mandiri tahun 2009;---------
34) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) tagihan surat kabar Riau Pos tahun
2009, berikut 4 (Empat) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar Riau Pos tahun 2009;

35) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) tagihan media umum Riau Pesisir

tahun 2009, berikut 4 (Empat) Lembar Kwitansi pembayaran

langganan media umum Riau Pesisir tahun 2009;
36) 4 (Empat) lembar tagihan (2 asli, 2 copy) harian Pagi Pekan Baru MX
tahun 2009, berikut 4 (Empat) Lembar Kwitansi pembayaran

langganan harian Pagi Pekan Baru MX tahun 2009;
37) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) tagihan harian Umum Rakyat Riau
tahun 2009, berikut 4 (Empat) Lembar Kwitansi pembayaran

langganan harian Umum Rakyat Riau tahun 2009;
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38) 4 (Empat) lembar Tagihan (3 asli, 1 copy) Harian Metro Indonesia
tahun 2009, berikut 4 (Empat) lembar Kwitansi pembayaran harian

metro indonesia tahun 2009;
39) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) Tagihan Surat Kabar umum Sketsa
Publik tahun 2009, berikut 4 (Empat) lembar Kwitansi pembayaran
Surat Kabar umum Sketsa Publik tahun 2009;
40) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) Tagihan Koran AKTUAL tahun 2009,
berikut 4 (Empat) lembar Kwitansi pembayaran tagihan Koran AKTUAL
tahun 2009;
41) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) Tagihan Surat Kabar Independen
INTERMEZO tahun 2009, Dberikut 4 (Empat) lembar Kwitansi
pembayaran tabloid mingguan intermezo tahun 2009;
42) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) Tagihan Surat kabar SENIOR tahun
2009, berikut 4 (Empat) lembar Kwitansi pembayaran surat kabar
SENIOR INDONESIA REFORMASI tahun 2009;
43) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) Tagihan Tabloid Mingguan MORAL
tahun 2009, berikut 4 (Empat) lembar Kwitansi pembayaran Tabloid
Mingguan MORAL tahun 2009;
44) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) Tagihan Tabloid Mingguan koran KP

tahun 2009, berikut 4 (Empat) lembar Kwitansi pembayaran Tabloid
Mingguan Koran KP tahun 2009;

45) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) Tagihan surat kabar Barisan Baru
tahun 2009, berikut 4 (Empat) lembar Kwitansi pembayaran surat
kabar Barisan Baru tahun 2009;

46) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) Tagihan koran Panji DEMOKRASI
tahun 2009, berikut 4 (Empat) lembar Kwitansi pembayaran skm Paniji

Demokrasi tahun 2009;

47) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) koran Seputar Nusantara tahun
2009, berikut 4 (Empat) lembar Kwitansi pembayaran koran Seputar
Nusantara tahun 2009;

48) 3 (tiga) lembar (2 asli, 1 copy) koran berita TIPIKOR tahun 2009,
berikut 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran koran berita TIPIKOR
tahun 2009;

49) 4 (Empat) lembar (3 asli, 1 copy) tagihan Surat kabar umum Info

Nusantara tahun 2009, berikut 4 (Empat) lembar Kwitansi

pembayaran Surat kabar umum Info Nusantara tahun 2009;--------------
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50) 3 (tiga) lembar (2 asli, 1 copy) tagihan Kepri Nusantara tahun 2009,

berikut 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran Surat kabar Kepri

Nusantara tahun 2009;
51) 3 (tiga) lembar (2 asli, 1 copy) tagihan Surat kabar Jaya Pos News
tahun 2009, berikut 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran Surat kabar

Jaya Pos News tahun 2009;
52) 3 (tiga) lembar tagihan Koran Suara Rakyat Indonesia tahun 2009,
berikut 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran Koran Suara Rakyat

Indonesia tahun 2009;

53) 1 (Satu) lembar copy tagihan Surat kabar umum Media Nusantara
tahun 2009, berikut 1 (Satu) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
Surat kabar umum Media Nusantara tahun 2009;

54) 2 (Dua) Lembar copy Tagihan Koran Radar tahun 2009, berikut 2
(Dua) Lembar Kwitansi pembayaran baiaya langganan Koran RADAR
tahun 2009;

55) 4 (Empat) Lembar (3 asli, 1 copy) tagihan Koran KPK POS tahun
2009, berikut 4 (Empat) lembar Kwitansi pembayaran Koran KPK POS
tahun 2009;

56) 4 (Empat) Lembar (2 asli, 2 copy) tagihan Tabloid berita AZAM tahun
2009, berikut 4 (Empat) lembar Kwitansi pembayaran Tabloid berita
AZAM tahun 2009;

57) 3 (Tiga) lembar (2 asli, 1 copy) tagihan Tabloid HORAS PLUS tahun
2009, berikut 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar HORAS PLUS tahun 2009;

58) 3 (tiga) lembar (2 asli, 1 copy) tagihan koran BUSER METRO RIAU
tahun 2009, berikut 3 (tiga) Kwitansi pembayaran langganan koran
BUSER METRO RIAU tahun 2009;

59) 4 (Empat) lembar tagihan koran Surat Kabar Independen PRESTASI
REFORMASI tahun 2009, berikut 4 (Empat) lembar Kwitansi
pembayaran langganan koran Surat Kabar Independen PRESTASI
REFORMASI tahun 2009;

60) 8 (Delapan) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat kabar
mingguan GENTA tahun 2009;

61) 7 (Tujuh) Lembar Kwitansi langganan Tabloid Mingguan MERDEKA
tahun 2009;

62) 4 ( Empat) Lembar tagihan surat kabar Riau Mandiri tahun 2010,

berikut 4 ( Empat) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat
kabar Riau Mandiri tahun 2010;
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63) 4 ( Empat) Lembar tagihan surat kabar METRO RIAU tahun 2010,
berikut 4 ( Empat) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat
kabar METRO RIAU tahun 2010;

64) 4 ( Empat) Lembar tagihan surat kabar Koran Riau tahun 2010,

berikut 4 ( Empat) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat
kabar Koran Riau tahun 2010;
65) 4 ( Empat) Lembar tagihan surat kabar Rakyat Riau tahun 2010,

berikut 4 ( Empat) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat
kabar Rakyat Riau tahun 2010;
66) 4 ( Empat) Lembar tagihan surat kabar Pekanbaru Pos tahun 2010,

berikut 4 ( Empat) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat
kabar Pekanbaru Pos tahun 2010;
67) 4 ( Empat) Lembar tagihan surat kabar Riau Pesisir tahun 2010,

berikut 4 ( Empat) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat
kabar Riau Pesisir tahun 2010;

68) 4 ( Empat) Lembar tagihan Dumai Agency surat kabar Riau Pos tahun
2010, berikut 4 ( Empat) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
Surat kabar Riau Pos Tahun 2010;

69) 4 ( Empat) Lembar tagihan surat kabar Dumai Pos tahun 2010, berikut

4 ( Empat) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat kabar
Dumai Pos tahun 2010;
70) 4 ( Empat) Lembar tagihan surat kabar Media Riau tahun 2010, berikut

4 ( Empat) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat kabar
Media Riau tahun 2010;
71) 4 ( Empat) Lembar tagihan surat kabar Harian VOKAL tahun 2010,
berikut 4 ( Empat) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat
kabar harian VOKAL tahun 2010;
72) 3 ( tiga) Lembar tagihan surat kabar Mingguan AZAM tahun 2010,
berikut 3 ( tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
Mingguan AZAM tahun 2010;
73) 2 (Dua) Lembar tagihan surat kabar Mingguan MIMBAR PESISIR
tahun 2010, berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
surat kabar Mingguan MIMBAR PESISIR tahun 2010;
74) 1 (Satu) Lembar tagihan surat kabar Mingguan INTERMEZO tahun
2010, berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar Mingguan INTERMEZO tahun 2010;
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75) 2 (Dua)Lembar tagihan surat kabar Mingguan DEMOKRASI tahun
2010, berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar Mingguan DEMOKRASI tahun 2010;

76) 2 (Dua)Lembar tagihan surat kabar Mingguan SENIOR tahun 2010,
berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
Mingguan SENIOR tahun 2010;

77) 2 (Dua)Lembar tagihan surat kabar Mingguan MORAL tahun 2010,
berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
Mingguan MORALtahun 2010;

78) 2 (Dua) Lembar tagihan surat kabar Mingguan KRIMINALITAS tahun
2010, berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar Mingguan KRIMINALITAS tahun 2010;

79) 2 (Dua)Lembar tagihan surat kabar Mingguan BARISAN BARU tahun
2010, berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar Mingguan BARISAN BARU tahun 2010;

80) 2 (Dua)Lembar tagihan surat kabar Mingguan METRO INDONESIA
tahun 2010, berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
surat kabar Mingguan METRO INDONESIA tahun 2010;-------------------

81) 2 (Dua)Lembar tagihan surat kabar Mingguan SKETSA tahun 2010,
berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
Mingguan SKETSA tahun 2010;

82) 1 (Satu) Lembar tagihan surat kabar Mingguan AKTUAL tahun 2010,
berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
Mingguan AKTUAL tahun 2010;

83) 1 (Satu) Lembar tagihan surat kabar Mingguan RADAR tahun 2010,
berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
Mingguan RADAR tahun 2010;

84) 2 (Dua)Lembar tagihan surat kabar Mingguan HORAS PLUS tahun
2010, berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar Mingguan HORAS PLUS tahun 2010;

85) 2 (Dua) Lembar tagihan surat kabar Mingguan PRESTASI tahun 2010,
berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
Mingguan PRESTASI tahun 2010;

86) 2 (Dua) Lembar tagihan surat kabar Mingguan TIPIKOR tahun 2010,
berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
Mingguan TIPIKOR tahun 2010;
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87) 2 (Dua)Lembar tagihan surat kabar Mingguan KPK POS tahun 2010,
berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
Mingguan KPK POS tahun 2010;

88) 2 (Dua)Lembar tagihan surat kabar Mingguan Seputar Nusantara

tahun 2010, berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan

surat kabar Mingguan Seputar Nusantara tahun 2010;
89) 2 (Dua)Lembar tagihan surat kabar Mingguan Suara Hati Rakyat tahun

2010, berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat

kabar Mingguan Suara Hati Rakyattahun 2010;
90) 2 (Dua) Lembar tagihan surat kabar Mingguan Info Nusantara tahun

2010, berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat

kabar Mingguan Info Nusantara tahun 2010;
91) 2 (Dua) Lembar tagihan surat kabar Mingguan JAYA POS tahun 2010,
berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
Mingguan JAYA POS tahun 2010;

92) 2 (Dua) Lembar tagihan surat kabar Mingguan Media Nusantara tahun

2010, berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat

kabar Mingguan Media Nusantara tahun 2010;
93) 2 (Dua) Lembar tagihan surat kabar Mingguan Kepri Nusantara tahun

2010, berikut 2 (Dua) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat

kabar Mingguan Kepri Nusantara tahun 2010;
94) 7( Tujuh) Lembar tagihan harian pagi Dumai Pos tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat kabar Harian
Dumai Pos tahun 2011;
95) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar Riau Pos tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan harian surat kabar
Riau Pos tahun 2011,
96) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar HALUAN RIAU tahun 2011,
berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat kabar
HALUAN RIAU tahun 2011;
97) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar METRO RIAU tahun 2011,
berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat kabar
METRO RIAU tahun 2011;
98) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar VOKAL tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat kabar
VOKAL tahun
2011,
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99) 6 ( Enam) Lembar tagihan surat kabar Pekanbaru Pos tahun 2011,
berikut 6 ( Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat
kabar Pekanbaru Pos tahun 2011,

100) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar Rakyat Riau Tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat kabar
Rakyat Riau tahun 2011,

101) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar Koran Riau tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat kabar
KORAN RIAU tahun 2011;

102) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar Riau Pesisir tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat kabar Riau
Pesisir tahun 2011;

103) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar Media Riau tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat kabar Media
Riau tahun 2011;

104) 7( Tujuh) Lembar (6 asli, 1 copy) tagihan surat kabar Pekanbaru MX

tahun 2011, berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
Surat kabar Pekanbaru MX tahun 2011;
105) 6 ( Enam ) Lembar tagihan surat kabar AZAM tahun 2011, berikut 6
(Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat kabar AZAM
tahun 2011;
106) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar ANDALAS tahun 2011, berikut 7(
Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat kabar Andalas
tahun 2011;
107) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar GENTA tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Surat kabar GENTA
tahun 2011;
108) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar Metro Indonesia tahun 2011,

berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan kabar Metro
Indonesia tahun 2011;
109) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar SKETSA tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
SKETSA tahun
2011;
110) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar AKTUAL tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
AKTUAL tahun
2011,
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111) 6( enam) Lembar tagihan surat kabar INTERMEZO tahun 2011,
berikut 6 ( enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
INTERMEZO tahun 2011;

112) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar SUARA MASA tahun 2011,
berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
SUARA MASA tahun 2011,

113) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar SENIOR tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
SENIOR tahun
2011;

114) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar MORAL tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar MORAL
tahun 2011;

115) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar Kriminal dan Pencegahan tahun

2011, berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat

kabar Kriminal dan Pencegahan tahun 2011;
116) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar Barisan Baru tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar Barisan
Baru tahun 2011;
117) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar Panji DEMOKRASI tahun 2011,
berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
Panji DEMOKRASI tahun 2011;
118) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar Seputar Nusantara tahun 2011,

berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar

Seputar Nusantara tahun 2011;
119) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar TIPIKOR tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
TIPIKOR tahun
2011;
120) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar INFO NUSANTARA tahun 2011,
berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
INFO NUSANTARA tahun 2011;
121) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar KEPRI NUSANTARA tahun
2011, berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar KEPRI NUSANTARA tahun 2011;
122) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar JAYA POS tahun 2011, berikut 7(
Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar JAYA POS
tahun 2011;
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123) 7 (Tujuh) Lembar tagihan surat kabar SUARA HATI RAKYAT tahun
2011, berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar SUARA HATI RAKYAT tahun 2011;

124) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar MEDIA NUSANTARA tahun
2011, berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar MEDIA NUSANTARA tahun 2011;

125) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar RADAR tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar RADAR
tahun 2011;

126) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar KPK POS tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar KPK
POS tahun
2011;

127) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar RIAU SATU tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar RIAU
SATAU tahun 2011;

128) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar MONITOR NEWS tahun 2011,
berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
MONITOR NEWS tahun 2011;

129) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar FORUM INDONESIA BARU
tahun 2011, berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
surat kabar FORUM INDONESIA BARU tahun 2011;

130) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar WARTA SUMATRA tahun 2011,
berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
SUMATRA tahun 2011;

131) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar RIAU WICARA tahun 2011,
berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
RIAU WICARA tahun 2011;

132) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar BIDIK tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar BIDIK
tahun 2011;

133) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar OPTIMIS tahun 2011, berikut
7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
OPTIMIS tahun
2011;

134) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar SUARA MANDIRI tahun 2011,
berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
SUARA MANDIRI tahun 2011;
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135) 6(Enam) Lembar tagihan surat kabar MIMBAR PESISIR tahun 2011,
berikut 6( Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
MIMBAR PESISIR tahun 2011;

136) 7( Tujuh) Lembar tagihan surat kabar AMANAT RAKYAT tahun 2011,
berikut 7( Tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
AMANAT RAKYAT tahun 2011;

137) 5( Lima) Lembar tagihan surat kabar LINTAS RIAU tahun 2011, berikut
5( Lima) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar LINTAS
RIAU tahun 2011;

138) 5 ( Lima) Lembar tagihan surat kabar MAJALAH LAIN tahun 2011,
berikut 5 ( Lima) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
Majalah Lain tahun 2011,

139) 5 (Lima) Lembar tagihan surat kabar GATRA tahun 2011, berikut 5
( Lima ) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar GATRA
tahun 2011;

140) 3( Tiga) Lembar tagihan surat kabar MAJALAH FORUM tahun 2011,
berikut 5 ( Lima) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
MAJALAH FORUM tahun 2011;

141) 5 ( Lima) Lembar tagihan surat kabar MAJALAH KARTINI tahun 2011,
berikut 5 ( Lima) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
MAJALAH KARTINI tahun 2011;

142) 6 (Enam) Lembar tagihan surat kabar harian RIAU PESISIR tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar harian RIAU PESISIR tahun 2012;

143) 6 (Enam) Lembar tagihan surat kabar harian DUMAI POS tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
harian DUMAI POS tahun 2012;

144) 6 (Enam) Lembar tagihan surat kabar harian PEKANBARU POS tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar harian PEKANBARU POS tahun 2012;-----------

145) 6 (Enam) Lembar tagihan surat kabar harian RIAU POS tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
harian RIAU POS tahun 2012;

146) 5 (Lima) Lembar tagihan surat kabar harian MEDIA RIAU tahun 2012,
berikut 5 (Lima) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
harian MEDIA RIAU tahun 2012;
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147) 6 (Enam) Lembar tagihan surat kabar harian RAKYAT RIAU tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar harian RAKYAT RIAU tahun 2012;

148) 6 (Enam) Lembar tagihan surat kabar harian VOKAL tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
harian VOKAL tahun 2012;

149) 6 (Enam) Lembar tagihan surat kabar harian DETIL tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
harian DETIL tahun 2012;

150) 6 (Enam) Lembar tagihan surat kabar harian HALUAN RIAU tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar harian HALUAN RIAU tahun 2012;

151) 6 (Enam) Lembar tagihan surat kabar harian PEKAN BARU MX tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar harian PEKANBARU MX tahun 2012;

152) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan AZAM tahun 2012, berikut
6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid Mingguan
AZAM tahun 2012;

153) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan ANDALAS tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid
Mingguan ANDALAS tahun 2012;

154) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan GENTA tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid
Mingguan GENTA tahun 2012;

155) 5 (Lima) Lembar tagihan tabloid Mingguan METRO INDONESIA tahun
2012, berikut 5(Lima) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid
Mingguan METRO INDONESIA tahun 2012;

156) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan SKETSA DUMAI tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan SKETSA DUMAI tahun 2012;

157) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan AKTUAL tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid
Mingguan AKTUAL tahun 2012;

158) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan SUARAMASA tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid
Mingguan SUARA MASA tahun 2012;
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159) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan INTERMEZO tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid
Mingguan INTERMEZO tahun 2012;

160) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan SENIOR tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid
Mingguan SENIOR tahun 2012;

161) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan MORAL tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid
Mingguan MORAL tahun 2012;

162) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan KRIMINAL &
PENCEGAHAN tahun 2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi
pembayaran  langganan tabloid Mingguan  KRIMINAL &
PENCEGAHAN tahun 2012;

163) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan BARISAN BARU tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan BARISAN BARU tahun 2012;

164) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan PANJI DEMOKRASI tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan PANJI DEMOKRASI tahun 2012;

165) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan SEPUTAR NUSANTARA
tahun 2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan SEPUTAR NUSANTARA tahun 2012;-------------------

166) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan TIPIKOR tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid
Mingguan TIPIKOR tahun 2012;

167) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan INFO NUSANTARA tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar harian tabloid Mingguan INFO NUSANTARA tahun 2012;---------

168) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan KEPRI NUSANTARA
tahun 2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan KEPRI NUSANTARA tahun 2012;

169) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan JAYA POS tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid
Mingguan JAYA POS tahun 2012;

170) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan SUARA HATI RAKYAT
tahun 2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan SUARA HATI RAKYAT tahun 2012;
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171) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan MEDIA NUSANTARA
tahun 2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan MEDIA NUSANTARA tahun 2012;

172) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan RADAR tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid
Mingguan RADAR tahun 2012;

173) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan KPK tahun 2012, berikut 6
(Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid Mingguan
surat Kabar KPK tahun 2012;

174) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan RIAU SATU tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid
Mingguan RIAU SATU tahun 2012;

175) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan MONITOR NEWS tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan MONITOR NEWS tahun 2012;

176) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan FORUM INDONESIA
tahun 2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan FORUM INDONESIA tahun 2012;

177) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan WARTA SUMATRA tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan WARTA SUMATRA tahun 2012;

178) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan RIAU WICARA tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan RIAU WICARA tahun 2012;

179) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan BIDIK tahun 2012, berikut
6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid Mingguan
BIDIK tahun 2012;

180) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan OPTIMIS tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid
Mingguan OPTIMIS tahun 2012;

181) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan SUARA MANDIRI tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan SUARA MANDIRI tahun 2012;

182) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan MIMBAR PESISIR tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan MIMBAR PESISIR tahun 2012;
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183) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan AMANAT RAKYAT tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan AMANAT RAKYAT tahun 2012;

184) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan LINTAS RIAU tahun 2012,
berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan tabloid
Mingguan LINTAS RIAU tahun 2012;

185) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan MAJALAH GATRA tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan MAJALAH GATRA tahun 2012;

186) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan MAJALAH FORUM tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan MAJALAH FORUM tahun 2012;

187) 6 (Enam) Lembar tagihan tabloid Mingguan MAJALAH KARTINI tahun
2012, berikut 6 (Enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan
tabloid Mingguan MAJALAH KARTINI tahun 2012;

188) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar Dumai Pos tahun 2013, berikut 3
(Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar Dumai
Pos tahun 2013;

189) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar Pekanbaru Pos tahun 2013,

berikut 3 (Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
Pekanbaru Pos tahun 2013;
190) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar RIAU POS tahun 2013, berikut 3
(Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar RIAU
POS tahun 2013;
191) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar MEDIA RIAU tahun 2013, berikut
3 (Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar MEDIA
RIAUtahun 2013;
192) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar KORAN RIAU tahun 2013, berikut
3 (Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar KORAN
RIAU tahun 2013;
193) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar RIAU PESISIR tahun 2013,
berikut 3 (Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
RIAU PESISIR tahun 2013;
194) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar Rakyat Riau tahun 2013, berikut 3
(Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar Rakyat
Riau tahun 2013;
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195) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar harian VOKAL tahun 2013, berikut
3 (Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar harian
VOKAL tahun 2013;

196) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar HALUAN RIAU tahun 2013,
berikut 3 (Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
HALUAN RIAU tahun 2013;

197) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar METRO RIAU tahun 2013, berikut
3 (Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar METRO
RIAU tahun 2013;

198) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar Pekanbaru MX tahun 2013,
berikut 3 (Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
Pekanbaru MX tahun 2013;

199) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar harian DETIL tahun 2013, berikut
3 (Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar harian
DETIL tahun 2013;

200) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar Berita Terkini tahun 2013, berikut

3 (Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar Berita
Terkini tahun 2013;
201) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar Posmetro Mandau tahun 2013,

berikut 3 (Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
Posmetro Mandau tahun 2013;
202) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar Pesisir Pos tahun 2013, berikut 3

(Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar
Pesisir Pos tahun 2013;

203) 2 (Dua) Lembar tagihan surat kabar mingguan RIAU JAYA tahun 2013,
berikut 2 (Dua) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar surat kabar mingguan RIAU JAYA tahun 2013;-

204) 2 (Dua) Lembar tagihan surat kabar mingguan EXPOSE tahun 2013,
berikut 2 (Dua) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar surat kabar mingguan EXPOSE tahun 2013;

205) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan METRO INDONESIA
tahun 2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran

langganan surat kabar surat kabar mingguan METRO INDONESIA
tahun 2013;
206) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan SKETSA tahun 2013,
berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar surat kabar mingguan SKETSA tahun 2013;
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207) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan AKTUAL tahun 2013,
berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar surat kabar mingguan AKTUAL tahun 2013;

208) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan SUARAMASA tahun
2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran

langganan surat kabar surat kabar mingguan SUARAMASA tahun
2013;
209) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan INTERMEZO tahun
2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran

langganan surat kabar surat kabar mingguan INTERMEZO tahun
2013;
210) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan SENIOR tahun 2013,
berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar surat kabar mingguan SENIOR tahun 2013;
211) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan MORAL tahun 2013,

berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar surat kabar mingguan MORAL tahun 2013;
212) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan KORAN KP tahun

2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran
langganan surat kabar surat kabar mingguan KORAN KP tahun 2013;-
213) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan BARISAN BARU tahun
2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran
langganan surat kabar surat kabar mingguan BARISAN BARU tahun
2013;
214) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan SKM PANJI
DEMOKRASI tahun 2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi
pembayaran langganan surat kabar surat kabar mingguan SKM PANJI
DEMOKRASI tahun 2013;
215) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan SEPUTAR
NUSANTARA tahun 2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi
pembayaran langganan surat kabar surat kabar mingguan SEPUTAR
NUSANTARA tahun 2013;
216) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan TIPIKOR tahun 2013,
berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar surat kabar mingguan TIPIKOR tahun 2013;
217) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan INFO NUSANTARA

tahun 2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran
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langganan surat kabar surat kabar mingguan INFO NUSANTARA
tahun 2013;
218) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan KEPRI NUSANTARA
tahun 2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran

langganan surat kabar surat kabar mingguan KEPRI NUSANTARA
tahun 2013;
219) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan NEWS METRO
tahun2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran

langganan surat kabar surat kabar mingguan NEWS METRO tahun
2013;
220) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan SUARA RAKYAT tahun
2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran

langganan surat kabar surat kabar mingguan SUARA RAKYAT tahun
2013;
221) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan MEDIA NUSANTARA
tahun 2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran

langganan surat kabar surat kabar mingguan MEDIA NUSANTARA
tahun 2013;
222) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan RADAR tahun 2013,
berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar surat kabar mingguan RADAR tahun 2013;
223) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan KPK POS tahun 2013,
berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar surat kabar mingguan KPK POS tahun 2013;
224) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan RIAU SATU tahun
2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran

langganan surat kabar surat kabar mingguan RIAU SATU tahun 2013;-
225) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan MEDIA NASIONAL
tahun 2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran
langganan surat kabar surat kabar mingguan MEDIA NASIONAL
tahun 2013;
226) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan FORUM INDONESIA
tahun 2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran

langganan surat kabar surat kabar mingguan FORUM INDONESIA
tahun 2013;
227) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan WARTA SUMATRA
tahun 2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran
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langganan surat kabar surat kabar mingguan WARTA SUMATRA
tahun 2013;
228) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan RIAU WICARA tahun
2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran

langganan surat kabar surat kabar mingguan RIAU WICARA tahun
2013;
229) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan BIDIK tahun 2013,

berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat

kabar surat kabar mingguan BIDIK tahun 2013;

230) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan OPTIMIS tahun 2013,
berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat
kabar surat kabar mingguan OPTIMIS tahun 2013;-------------------

231) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan SUARA MANDIRI
tahun 2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran
langganan surat kabar surat kabar mingguan SUARA MANDIRI tahun
2013;

232) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan Mimbar Pesisir tahun

2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran
langganan surat kabar surat kabar mingguan MIMBAR PESISIR tahun
2013;
233) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan AMANAT RAKYAT
tahun 2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran

langganan surat kabar surat kabar mingguan AMANAT RAKYAT tahun
2013;
234) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan LINTAS RIAU tahun
2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran

langganan surat kabar surat kabar mingguan Lintas Riau tahun 2013;-
235) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan MAJALAH GATRA
tahun 2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran
langganan surat kabar surat kabar mingguan MAJALAH GATRA tahun
2013;
236) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan MAJALAH FORUM
tahun 2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran

langganan surat kabar surat kabar mingguan MAJALAH FORUM
tahun 2013;
237) 3 (Tiga) Lembar tagihan surat kabar mingguan MAJALAH KARTINI
tahun 2013, berikut 3 (Tiga) Lembar Lembar Kwitansi pembayaran

Halaman 105 dari 113. Putusan. Nomor 08/Pid.Sus-
TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 105



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langganan surat kabar surat kabar mingguan MAJALAH KARTINI
tahun 2013;
238) Buku catatan koran / surat kabar DPRD;
239) 3 (tiga) lembar daftar tanda terima surat kabar harian bulan januari
2009 yaitu tanggal 28,29, dan 30 Januari 2009;
240) 20 (dua puluh) lembar daftar tanda terima surat kabar harian bulan
februari 2009 yaitu tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18,
19, 20, 23, 24, 25, 26, dan 27 februari 2009;
241) 20 (dua puluh) lembar daftar tanda terima surat kabar harian bulan
Maret 2009 yaitu tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19,
20, 23, 24, 25, 27, 30 dan 31 Maret 2009;
242) 19 (sembilan belas) lembar daftar tanda terima surat kabar harian
bulan April 2009 yaitu tanggal 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22,
23, 24, 27, 28, 29 dan 30 April 2009;
243) 21 (dua puluh satu) lembar daftar tanda terima surat kabar harian
bulan Mei 2009 yaitu tanggal 1, 4,5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, dan 29 Mei 2009;
244) 22 (dua puluh dua) lembar daftar tanda terima surat kabar harian bulan
Juni 2009 yaitu tanggal 1, 2, 3, 4,5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18,
19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, dan 30 Juni 2009;
245) 18 (delapan belas) lembar daftar tanda terima surat kabar harian bulan
Juli 2009 yaitu tanggal 1, 2, 3, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27,
28, 29, 30 dan 31 Juli 2009;
246) 5 (lima) lembar daftar tanda terima surat kabar harian bulan Agustus
2009 yaitu tanggal 3, 4, 5, 6 dan 7 Agustus 2009;

247) 1 (satu) buah buku ekspedisi bercetak merk standar yang berisikan

tanda terima koran harian / mingguan, mulai tanggal 5 September
2013 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2013;

248) 236 (dua ratus tiga puluh enam) lembar tindasan warna kuning tanda

terima surat kabar harian untuk bulan oktober 2013;

249) Dengan  Surat  Perintah  Penyitaan  Nomor Sp.Sita/
238a/X/2013/Reskrim, Tgl 29 Oktober 2013:
250) 4 (Empat) lembar tagihan harian TRIBUN PEKANBARU tahun 2009,
berikut 4 (Empat) Lembar Kwitansi pembayaran langganan harian
TRIBUN PEKANBARU tahun 2009;
251) 1 (satu) lembar tagihan harian METRO RIAU tahun 2009, berikut 1
(satu) Lembar Kwitansi pembayaran langganan harian METRO RIAU
tahun 2009;

Halaman 106 dari 113. Putusan. Nomor 08/Pid.Sus-
TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 106



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252) 1 (satu) lembar tagihan harian MEDIA NUSANTARA tahun 2009,
berikut 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran langganan harian
MEDIA NUSANTARA tahun 2009;

253) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran langganan Mingguan MERDEKA
tahun 2009;

254) 3 (tiga) lembar tagihan harian TRIBUN PEKANBARU tahun 2010,
berikut 3 (Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan harian
TRIBUN PEKANBARU tahun 2010;

255) 3 (tiga) lembar tagihan koran BUSER METRO tahun 2010, berikut 3
(Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan koran BUSER METRO
tahun 2010;

256) 1 (satu) lembar tagihan surat kabar BERITA SORE tahun 2010, berikut
1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran langganan surat kabar BERITA
SORE tahun 2010;

257) 1 (satu) lembar tagihan Surat Kabar INTERMEZO tahun 2010;----------

258) 1 (satu) lembar tagihan Surat Kabar AKTUAL tahun 2010;----------------

259) 1 (satu) lembar tagihan Surat Kabar RADAR tahun 2010;-----------------

260) 7 (tujuh) lembar tagihan harian TRIBUN PEKANBARU tahun 2011,
berikut 7 (tujuh) Lembar Kwitansi pembayaran langganan harian
TRIBUN PEKANBARU tahun 2011;

261) 2 (dua) lembar tagihan Majalah FORUM tahun 2011;

262) 6 (enam) lembar tagihan harian TRIBUN PEKANBARU tahun 2012,
berikut 6 (enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan harian
TRIBUN PEKANBARU tahun 2012;

263) 6 (enam) lembar tagihan harian METRO RIAU tahun 2012, berikut 6
(enam) Lembar Kwitansi pembayaran langganan harian METRO RIAU
tahun 2012;

264) 3 (tiga) lembar tagihan harian TRIBUN PEKANBARU tahun 2013,
berikut 3 (Tiga) Lembar Kwitansi pembayaran langganan harian
TRIBUN PEKANBARU tahun 2013;

265) 3 (tiga) lembar tagihan mingguan AZAM tahun 2013, berikut 3 (Tiga)
Lembar Kwitansi pembayaran langganan mingguan AZAM tahun
2013;

266) 1 (satu) lembar tagihan Mingguan RIAU JAYA tahun 2013, berikut 1
(satu) Lembar Kwitansi pembayaran langganan Mingguan RIAU JAYA
tahun 2013;

267) 3 (tiga) buah buku expedisi bercetak warna coklat;

268) 1 (satu) buah buku expedisi warna biru motif batik merk bintang obor;-
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269) 2 (dua) lembar copy yang dicap dan ditanda tangan oleh ka biro Tablid
Moral sdra MURYANTO,;
270) 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA SKPD) DPRD tahun 2009;
271) 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA SKPD) DPRD tahun 2010;
272) 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA SKPD) DPRD tahun 2011,
273) 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA SKPD) DPRD tahun 2012;
274) 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA SKPD) DPRD tahun 2013;
275) 1 (satu) unit CPU merk Acer M3970 S/N PTSG501009145029BE9200
warna casing Hitam;
276) 1 (satu) unit CPU merk Acer M3970 S/N PTSG501009143008C79200

warna casing Hitam;

277) 1 (satu) lembar surat Rincian Pemasaran Harian Metro Riau No :
6.1110 /MR /Keu / VI /XII/2013, tanggal 03 Desember 2013 berikut
lampiran Laporan Pemasaran Surat Kabar Harian Metro Riau di Kantor
Sekretariat DPRD Kota Dumai bulan januari 2009 sampai dengan
bulan oktober 2013;

278) 1 (satu) lembar surat Jawaban Permintaan Rincian Pemasaran koran
dari Harian Koran Riau Nomor : 2275/KR-PMS/XII/2013, tanggal 04

Desember 2013 berikut rincian pemasaran surat kabar harian Koran

Riau di Kantor sekretariat DPRD Kota Dumai dari tahun 2009 sampai

dengan tahun 2013;
279) 5 (lima) lembar rincian pemasaran Surat Kabar Umum Media
Nusantara dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 pada
Sekretariat DPRD Kota Dumai;
280) 1 (satu) lembar surat Jawaban Permintaan Rincian Pemasaran koran
Nomor : 033/TM-D/XI1/2013, tanggal 18 Desember 2013 berikut rincian

pemasaran tabloid mingguan Moral di Kantor sekretariat DPRD Kota

Dumai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013;

281) 1 (satu) lembar surat balasan rincian pemasaran surat kabar umum

Riau Wicara tanggal 15 Desember 2013;

282) 1 (satu) rangkap surat rincian pengiriman surat kabar Tribun

Pekanbaru tahun 2011 sampai dengan tahun 2013;
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283) 5 (lima) lembar rincian pemasaran harian Dumai Pos di Kantor
sekretariat DPRD Kota Dumai dari tahun 2009 sampai dengan tahun
2013;

284) 1 (satu) sangkap rincian pemasaran Surat Kabar mingguan
SUARAMASA pada sekretariat DPRD Kota Dumai tahun 2009 sampai
dengan 2013;

285) 1 (satu) sangkap rincian pemasaran Surat Kabar harian VOKAL Kota

Dumai tahun 2012 sampai dengan 2013;
286) 5 (lima) lembar rincian pembayaran Surat Kabar Harian Media Riau di
Kantor sekretariat DPRD Kota Dumai dari tahun 2009 sampai dengan
tahun 2013;

287) 5 (lima) lembar rincian pembayaran koran SKM Panji Demokrasi di

Kantor sekretariat DPRD Kota Dumai dari tahun 2009 sampai dengan
tahun 2013;
288) 1 (satu) lembar surat tagihan pemasaran Koran No : 029/0MS-
RP/2013 tanggal 08 Desember 2013;
289) 1 (satu) rangkap Rincian Pemasaran Koran Pos Metro Mandau Rute
Dumai tahun 2013;
290) 1 (satu) rangkap Rincian Pemasaran Koran Pekanbaru MX Rute
Dumai tahun 2013;
291) 1 (satu) lembar rincian pembayaran surat kabar Berita Terkini tahun
2013;

292) 2 (dua) lembar rincian pembayaran Surat Kabar Harian Detil di Kantor

sekretariat DPRD Kota Dumai dari tahun 2012 sampai dengan tahun
2013;
293) Copy legalisir SK Sekretaris DPRD No : KPTS.02 /SETWAN /2009
tanggal 02 Februari 2009 berikut lampiran;
294) Copy legalisir SK Sekretaris DPRD No : KPTS.07 /SETWAN /2010
tanggal 01 Februari 2010 berikut lampiran;
295) Copy legalisir SK Sekretaris DPRD No : KPTS.06 /SETWAN /2011
tanggal 29 Maret 2011 berikut lampiran;
296) Copy legalisir SK Sekretaris DPRD No : KPTS.03 /SETWAN /2012
tanggal 14 Januari 2012 berikut lampiran;
297) Copy legalisir SK Sekretaris DPRD No : KPTS.04 /SETWAN /2013
tanggal 04 Februari 2013 berikut lampiran;

298) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
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penyampaian pengumuman dalam langganan surat kabar, tanggal 26
Februari 2009;
299) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
penyampaian pengumuman dalam langganan surat kabar, tanggal 31
Maret 2010;
300) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
penyampaian pengumuman dalam langganan surat kabar, tanggal
Maret 2011,
301) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
penyampaian pengumuman dalam langganan surat kabar, tanggal
Maret 2012;
302) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Pengadaan surat kabar harian dan mingguan, tanggal 07 Februari
2013;

303) Copy legalisir Pengumuman tentang penyediaan langganan surat

kabar harian dan mingguan pada sekretariat DPRD tahun 2009;--------
304) Copy legalisir Pengumuman tentang penyediaan langganan surat
kabar harian dan mingguan pada sekretariat DPRD tahun 2010;--------
305) Copy legalisir Pengumuman tentang penyediaan langganan surat
kabar harian dan mingguan pada sekretariat DPRD tahun 2011;--------
306) Copy legalisir Pengumuman tentang penyediaan langganan surat
kabar harian dan mingguan pada sekretariat DPRD tahun 2012;--------
307) Copy legalisir Pengumuman tentang penyediaan langganan surat
kabar harian dan mingguan pada sekretariat DPRD tahun 2013;--------
308) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 28 April
2009;
309) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 13 Mei
2009;

Halaman 110 dari 113. Putusan. Nomor 08/Pid.Sus-
TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal Juni 2009;-

311) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal Juli 2009;--

312) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal Agustus
2009;

313) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal oktober
2009;
314) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 27 Juli
2010;
315) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 03 Agustus
2010;
316) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 18 Oktober
2010;
317) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 10
Desember 2010;
318) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 25 April
2011;
319) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 01 Juni
2011,
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320) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 12 Juli
2011;

321) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 26 Agustus
2011;
322) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 10 Oktober
2011;
323) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 09
Desember 2011,
324) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 26 Maret
2012;
325) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 14 Mei
2012;
326) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 06 Agustus
2012;
327) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 02
September 2012;
328) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 12
Nopember 2012;
329) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
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Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 01
Desember 2012;
330) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 10 Mei
2013;
331) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 07 Juni
2013;
332) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 26 Juli
2013;
333) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 20
Desember 2013;
334) Copy legalisir Nota Dinas PPTK bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan kepada sekretariat DPRD Kota Dumai perihal
Permintaan Pembayaran Surat Kabar dan Majalah tanggal 30
Desember2013;
335) Copy Legalisir RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan perundang-undangan pada SKPD Sekretariat
DPRD Kota Dumai tahun anggaran 2009 s/d 2013p;
336) 1 (satu) lembar Copy Legalisir Petikan Keputusan Walikota Dumai
Nomor 153/BAKD/2008, tanggal 07 Nopember 2008 tentang

Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di lingkungan

Pemerintahan Kota Dumai, berikut lampirannya;
Diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan
dalam perkara lain ;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat

peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000-, (lima ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari, Rabu
tanggal 27 Mei 2015 oleh kami Nasaruddin Tappo, SH.MH sebagai Hakim
Ketua Majelis, H.Dasniel, SH.MH sebagai Hakim Anggota | dan K.A. Syukri,
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SH.MH, Hakim Ad-Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai
Hakim Anggota Il berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru
Nomor: 08/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR tanggal 05 Mei 2015, putusan mana
pada hari, Kamis tanggal 28 Mei 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-
Hakim Anggota dengan dibantu Rustam,S.H. selaku Panitera Pengganti
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa

dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,
H.Dasniel, SH.MH. Nasaruddin Tappo, SH.MH.
K.A, Syukri, SH.MH. Panitera Pengganti,

Rustam, S.H.
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